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ABSTRAKSI

Teguh Prastyo N W, Hukum Agraria, Fakultas Hukumiversitas Brawijaya,
Juni 2008,Penyelesaian Konflik dalam Pengelolaan Sumber DBgakanan
Laut (Studi di Masyarakat Nelayan Sendang Biru,dDEambak Rejo, Kecamatan
Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malan@rof. DR. | Nyoman Nurjaya,
SH.MS, DR. Suhariningsih, SH.MS

Skripsi ini membahas masalah penyelesaian kon#ilard pengelolaan sumber
daya perikanan laut. Indonesia adalah negara madtmana 2/3 wilayahnya
adalah perairan yang di dalamnya terdapat potemsber daya alam, baik itu
sumber daya alam hayati maupun sumber daya alanhaati. Begitu banyak
potensi yang ada di wilayah pesisir dan lautaninggia di dalam pengelolaannya
sering meinbulkan konflik perebutan sumber dayaalada beberapa penyebab
terjadi konflik, Pertamaadalah sumber daya alam hayati khususnya sumiar da
perikanan mempunyai sifatommon propertyyang maksudnya bahwa sumber
daya perikanan merupakan milik umum jadi siapa $&ajh mengelola dan
mengeksploitasi dan tidak dapat di miliki oleh pdb (perseorangan/kelompok).
Kedua, adalah kemiskinan dimana pada umumnya masyaradayan selalu
hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengamyad&emiskinan tersebut
menyebabkan adanya kesenjangan sosial antar mkstyaelayan. Kemiskinan
itu sendiri di sebabkan oleh rendahnya SDM (Sunilmya Manusi), rendahnya
teknologi penangkapan ikan dan karakteristik dasyarakat nelayan itu sendiri
(konsumtif).

Lokasi penelitian berada di Kampung Masyarakat y&iaDusun Sendang Biru,
Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetahupaten Malang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adglaidis sosiologis, sedangkan
analisa datanya menggunakan metoolgtent analysis

Sendang biru merupakan salah satu daerah pesiSelditan Pulau Jawa yang
perkembangannya sangat dinamis. Hal ini disebalokaim faktor geografis dan
potensi sumber daya perikanan yang tersedia masiyiak dibandingkan dengan
Utara Pulau Jawa yang sudah mengalawver fishing Sehingga tidak heran jika
di daerah pesisir Sendang Biru diminati oleh banying salah satunya adalah
investor dan nelayan dari daerah laandqon) Hampir sama dengan daerah pesisir
yang lainnya,wilayah Sendang Biru juga merupakaerala yang berpotensi
konflik.berdasarkan pengamatan ada 3 (tiga) konjidng pernah terjadi di
Sendang BiruPertama,pada tahun 1997-1998 adanya larangan nelayan andon
untuk menangkap ikan di kawasan laut Sendang Beh blelayan lokal yang
disebabkan oleh ketakutan/kekhawatiran nelayanl| I¢8andang Biru) kalau
ketersedian ikan mereka akan habis akibat perbealattangkap selain itu agar
kondisi lingkungan laut yang ada dikawasan Sendaimg tidak rusak yang
berakibat pada ketersediaan sumber daya laut ydmgliaSendang BirKedua,
pada tahun 2004 konflik antara nelayan sekoci demgéayan payangan dimana
nelayan sekoci memasang alat bantu tangkap yangpdeumpon/rumpung
sehingga ikan tidak pernah ketepian lagi dan meggeii hasil tangkapan
nelayan payangarKetiga, tahun 2008 konflik antara nelayan Sendang Biru
dengan nelayan Pekalongan dimana nelayan pekalongarangkap ikan di
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rumpon/rumpung nelayan Sendang Biru tanpa ada dmln kepada nelayan
Sendang Biru. Dimana ketiga konflik tersebut dagiaelesaiakan dengan cara
non litigasidengan melibatkan bebera pihak antara lain ; Pitealg Berkonflik,
Ketua Kelompok Payangan, Ketua Kelompok Sekociu&dé¢elompok Nelayan,
Kepala Desa Tambak Rejo, DKP (Dinas Kelautan dankd@ean) Kabupaten
Malang dan DKP Pekalongan. Hasil kesepakatan tersielak dituangkan dalam
bentuk perjanjian tertulis melainkan dalam bentekdpakan secara lisan. Dari
poses penyelesaian konflik sampai dengan implemsieritasepakatan ada
beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adagtat Sumber Daya Manusia
(SDM) yang rendah dan bentuk dari kesepakataneitalis yang menyebabkan
masih adanya pelanggaran dari kesepakatan tersgbdangkan upaya-upaya
yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi l@amhambatan tersebut
hanyalah sekedar melakukan sosialisasi dan melakylendekatan kepada
masyarakat secara responsif dan melakukan koordieeara intensif.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan suatu tolak ukurpdskiembangan
suatu negara, hal ini tidak hanya terjadi di Incliménegara sedang berkembang)
tetapi juga terjadi di seluruh Negara (termasukanggmaju). Sehingga setiap
Negara berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbule&konomi yang
tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatny
Indikator meningkatnya taraf hidup masyarkat dakmtu negara
tercermin dari kemampuan mengkonswmasig lebih
meningkat, baik dari kualitas maupun kuantitas.a§etnya agar
konsumsi meningkat, maka upaya yang harus dilakakiafah dengan
cara meningkatkan pendapatan masyarakat, karegam@mendorong
daya beli. Atau dengan kata lain, Negara yang nngmngtan
pembangunannya berjalan dengan dengan baik harlslu se
meningkatkan produksi baik barang maupun’jasa
Untuk meningkatkan produksi barang dan jasa merhkatu banyak sekali
faktor-faktor produksi. Salah satu Faktor-faktologuksi yang dibutuhkan di
dalam peningkatan produksi adalah Sumber daya Aldatural Resources).
Sumber daya alam sebagai faktor produksi mempudyaisifat yaitu sumber
daya alam yang dapat diperbaharengwable)atau sumber daya alam hayati dan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbahamom (fenewabletau sumber
daya alam non hayati.
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sébdbnesia

mempunyai banyak sekali pulau sekitar 17.500 pudaik itu pulau besar maupu

pulau kecil, berpenghuni maupun tidak berpenghuarigytersebar mulai dari

! Sutikno dan MaryunankEkonomi Sumber Daya Ala®006, BPFE UNIBRAW, Malang, him 4
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ujung barat kepulauan Indonesia sampai dengan ujomgy. Sedangkan wilayah
perairan Indonesia mempunyai garis pantai sepanj@h@00 Km?2 yang
menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiikis gpantai terpanjang di
dunia. Luas laut sekitar 5,8 juta Km2, dimana seki,1 juta km2 (0,3 juta km?
merupakan wilayah teritorial dan 2,8 juta km2 melkgn perairan nusantara).
Bedasarkan UNCLOS 1982 Indonesia diberi kewenangamanfaatkan Zona
Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km? yang menyamgiksploitasi, eksplorasi
dan mengelola sumber daya alam hayati dan nonihpgatlitian, dan yurisdiksi
mendirikan instalasi atau pulau buatan. Sehingdghssatu sumber daya alam
yang terdapat di Indonesia, yang juga mempunyagnsbtcukup besar untuk
dikembangkan lebih lanjut adalah sumber daya petasi lautan.

Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkasdara 6,7 sampai
dengan 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70uggerang ada dan
merupakan wujud keanekaragaman terumbu karangdiamliki oleh Indonesia.
Ekosistem hutan mangrove yang dimiliki oleh Indéaekengan luas sekitar 9,36
juta hektar (9.361.957,59 hektar). Selain itu, Imekla juga mempunyai sumber
daya alam non hayati berupa bahan tambang sepestaknbumi dan gas alam
yang ada di wilayah lepas pantai dan masih barggik/ang lainnya.

Selain potensi yang terdapat di dalam air, wilagakisir juga merupakan
tempat yang paling strategis untuk dikembangkamagaibtempat berbagai jenis
kegiatan ekonomi dan pembangunan. Kegiatan ekodampembangunan antara
lain, kegiatan pelayaran, perdagangan antar pydasikanan, pertambangan

bawah laut, perairan laut, kegiatan kepelabuhangkear muat barang), industri
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dan wisata bahari. Tetapi hal tersebut patut umliskyangkan karena dengan
potensi yang berlimpah ruah tidak bisa dimanfaatierara efektif dan efisien.

Masalah pemanfaatan sumber daya perikanan pada 28100 konstribusi
ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan terhgagpbentukan/pertumbuhan
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar@@,8tau sekita 1,76 miliar
dolar AS. Sementara, itu kerugian negara akibat @emcurian sekaligus
penyelundupan ikan, udang dan sumber daya keldaianya keluar negeri
diperkirakan rata-rata mencapai 1,4 miliar dolar, A@ng kegiatannya telah
berlangsung selam kurun waktu 15 tahun 9 (kompaGil )2

Sebagai perbandingan saja, Korea Selatan yang haay#punyai garis
pentai 2.713 kilometer, namum subsektor kalautansgiagat maju sehingga
mempu menyumbang sekita 37 % bagi Pendapatan D&rBesto (PDB) negara
tersebut. Sedangkan di Jepang yang garis pantgiunya tidak sepanjang
Indonesia, hanya 34.386 kilometer, subsektor kafmyta menyumbang lebih dari
50 % pembentukan PDB negaranya. Thailand yang ganginya yang hanya
2.600 kilometer dapat mengekspor berbagai macamluRrgerikanan yang
nilainya 4,2 miliar dolar AS. Bahkan, Filipina yarjgga merupakan negara
kepulauan yang luas lautnya lebih kecil dibandimgkindonesia mampu
menghasilkan devisa sebannyak 700 dolar AS pentdht industri rumput laut.
Padahal sekita 65% bahan bakunya berasal dari ssild¥ara, Sulawesi Tengah,
dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Indonesia, rumput Ilbaru bisa

menyumbangkan devisa sekitar 15 jurta dolar ASgiarn (Kompas 2001).
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Begitu besar potensi yang ada di wilayah pesisiomesia, maka untuk
pemanfaatan dan pengelolaannya sering terjadiikdvdik itu secara horizontal
maupun secara vertikal.

Konflik secara horizontal adalah konflik yang &elij antara anggota
kelompok di dalam masyarakat karena faktor ekonspsjal, politik,
budaya dan SARA. Konflik ini tidak dapat lepas d&ebijakan-
kebijakan pemerintah yang tidak adil sehingga mamkonflik.

Konflik secara vertikal adalah konflik yang terjaakibat dari ketidak

puasan masyarakat terhadap cara-cara pemerintam daenangani

kesejahteraan, pengamanan dan lairlain
Sesungguhnya, persengketaan hak atas pemilikanntpkan, dan pengelolaan
lingkungan alam dalam suatu kawasan bukanlah ggmtg baru. Gejala ini
bahkan telah muncul beberapa abad yang lalu. Kawasgkungan alam yang
kemudian disebut sebagi sumber daya alaatufal resourcers telah menjadi
faktor yang penting sejak awal perkembangan kagite. Dalam teori ekonomi
kapitalis, sumber daya alam dianggap sebagai salahdari tiga faktor produksi
yang utama, selain sumber daya manusia dan surapemidna

Konflik secara vertikal terjadi antara pemerintalsgt dengan masyarakat
atau antara pemerintah daerah dengan masyarakatlikkgang terjadi antara
pemerintah pusat dan masyarakat disebabkan olemdsinpemerintah terhadap
pemanfaatan dan pengelolaan atas sumber daya stiat® omination)Hal ini
disebabkan adanya kesalaharerpretasi (penafsiran) yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap ketentuan pasal 33 ayat 3 drdadang Dasar 1945 yang
menyatakan “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang teckarg di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk selbesarnya kemakmuran

rakyat”. Menurut | Nyoman Nurjaya yang sebagaimaiiatip oleh Rachmat

2 Irene Sondand?emulihan, Psikososial Berbasis Komunit@enerbit Kontras dan Yayasan
Putih,September 2003 HIm10

® Mansour FakihPengantay Pengakuan hak Atas Sumber Daya Alam Kontur Geografi
Lingkungan politikINSISTPress, 2005,Yogyakarta, hlm ix
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Syafa’at dalam bukunya “Advokasi dan Pilihan Peegalan Sengketa, Latar
Belakang, Konsepsi dan Implementas”

Dalam penafsirannya, Pemerintah lebih cenderunggmeerpretasi
hak menguasai negara, yangoertama pemerintah telah
menginterpretasikan secara sempit dan tungal etasniologi negara.
Negara semata-mata hanya pemerintah saja, bukareripéh
(governmentdan rakyat geople sebagaimana yang dimaksud dalam
terminologi negara dalam UUD 1945%edug implikasi dari
manipulasi interpretasi negara seperti ini adal@ipthkannya relasi
yang bercorak super-subordinasi antara pemerintah ohkyat.
Dimana rakyat diposisikan sebagai subordinasi yegifat bawahan
(inferior) sedangkan pemerintah berada pada psgisrordinasi yang
memiliki peran sebagai atasan (superidfitiga pengejawantahan
dari pada hubungan super-subordinasi antara petaleridengan
rakyat seperti yang tercermin dari pilihan paradigpembangunan
yang digunakan, yaitu pembangunan yang didominasnepintah
(government dominated developmenbukan pembangunan yang
berbasis pada masyarakedfimunity based developmgént

Pada hakikatnya makna dari pasal 33 Ayat 3 Undamgpblg Dasar 1945,

penguasaan Negara adalah Negara bukan memilikibatag air dan kekayaan

alam tetapi Negara mempunyai kewajiban dalam hagyeisan, pengaturan dan
penetapan yang berhubungan dengan bumi, air day&ak alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku danasaddrsehingga terciptalah

kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari Negara menurut pasal 2 ayatdamgaUndang No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokridgyangpertamauntuk
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunparsedian dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersé&mdua menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-a@mgan bumi, air, dan

ruang angkasaKetiga menentukam dan mengatur hubungan-hubungan hukum

4 Rachmat Syafa’af\dvokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Lateak®®lg, Konsepsi dan
Implementasi2006, Agritek YPN, Malang, hlm, 124-125
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antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hydmgnmengenai bumi, air,
dan ruang angkasa.

Konflik secara horizontal terjadi antara masyarakalayan modern
dengan masyarakat nelayan tradisional atau antasgarakat nelayan daerah satu
dengan masyarakat daerah yang lainnya yang disebatikh perebutan daerah
penangkapan ikan dan cara mereka melakukan pergargk&an. Selain itu
konflik horizontal muncul akibat tidak dihormatinysau dilanggarnya aturan-
aturan lokal dalam masyarakat setempat. Padahaind@bsal 6 Undang-Undang
No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Disebutkan ddRengelolaan perikanan
untuk kepentingan penangkapan ikan dan budidaya n ikaarus
mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan Iskala memperhatikan
peran serta masyarakat’. Sumber daya perikanarp@exn sumber daya yang
dinamis dalam artian tidak menetap di satu tempg@ melainkan berpindah-
pindah mengikuti pergantian musim. Sehingga hal nm@nyebabkan nelayan
berlayar mengikuti perpindahan ikan dan tidak jgraémarus keluar dari daerah
teritorialnya. Apalgai setelah adanya Undang-Unddod@2 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah dalam pasal 18 ayat 4 yang nakarabahwa “Kewenangan
untuk mengelola sumber daya di wilayah laut selvagaa dimaksud pada ayat
(3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur daaris pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk proudasi 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kodasyarakat nelayan dan
pemerintah Daerah tidak jarang salafengintepretasikarmaksud dari pasal

tersebut, yang menyebabkan wilayah pesisir daratatérkotak-kotak. Apabila
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hal ini tidak diantisipasi sejak dini maka kamumgia besar dapat menimbulkan
konflik.

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya nmiikmu Common
porperty resources)dengan konsep sumber daya perikanan merupakak mil
umum mengandung artian bahwa sumber daya perikaunaan milik siapa-siapa
(milik perorangan/kelomok) tertentu. Karena tidalaaseorangpun yang berhak
menguasainya, namun disisi lain sumber daya yangkdéen mengandung arti
bahwa semua orang memiliki hak untuk mengekspiaifas Akibatnya semua
orang berlomba-lomba untuk melakukan penangkapambeu daya perikanan
sebanyak-banyaknya, karena jika tidak dilakukants&rdaya yang sama akan
ditangkap pula oleh orang lain. Akibatnya persamgatar para nelayan dalam
memperebutkan sumber daya perikanan tidak dap&indiari lagi. Sehingga
dalam pengelolaan sumber daya perikanan berlakisipfirst come first own
Artinya adalah siapa yang pertama datang makahdigag paling berpeluang
untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih badgekempat itu. Akibatnya
dari perebutan sumber daya perikanan itu, makayael&radisional cenderung
kalah dalam persaingan sehingga timbullah konfékach masyarakat nelayan.
Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi antaeéayan Pacira-Lamongan
dengan nelayan Ujung Pangkah-Gresik yang terjadia pahun 2003. Bentrokan
ini dipicu oleh pengoprasian peralatan tangkaipi trawl nelayan paciran di

wilayah perairan ujung pangkah. Penggunaan alagktgn tersebut telah

® Imnron, Mansyhuri, “Kemiskinan Dalam Masyarakat NaldyJurnal Masyarakat Dan Budaya,
Vol:V No. 1/2003Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Kebudayaandgaribnu Pengetahuan
Indonesia (PMB-LIPI), 2003, Jakarta,him 69
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mengancam tingkat pendapatan nelayan Ujung Pangkabusnya ketika musim
baraf.

Ternyata, hal ini juga di alami oleh masyarakatape@h Sendang Biru.
Pantai Sendang biru terdapat di Kabupaten Malapgtbya berada di Kecamatan
Sumber Manjing Wetan sekitar 68 Km dari pusat k@ag mempunya jumlah
nelayan kurang lebih 1.400 orang. Pantai Sendang Berupakan salah satu
pantai yang berada di Kabupaten Malang, yang meyguwukup besar potensi
sumber daya pesisir dan lautan salah satunya agatahsi dibidang perikanan
dan pariwisata. Sehingga Sendang Biru merupakaralila@ng paling dinamis
perkembangannya. Sebagai contoh adalah Produkstapen laut terbesar
didaratkan di Pelabuhan Pendaratan lkan (PPIl) $gn@&xu dengan volume
2.670 ton (85 persen). Produksi ikan sebesar itmleeikan sumbangan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang mdribusi pelelangan ikan
hanya Rp 22 juta per tahun. Rendahnya pemanfaaten perikanan laut juga
menyebabkan sumbangan subsektor perikanan terh&DHRB Kabupaten
Malang sangat rendah, yaitu hanya Rp 5,2 milyé&7(@ersen) dari nilai PDRB
yang Rp 2,7 trilyun. Angka itu merupakan yang palendah dibandingkan
sumbangan sub-sektor pertanian yang lain sep&dinian pangan, perkebunan,
peternakan, dan kehutarfan

Karena potensi dibidang perikanan yang terdapatadiai Sendang Biru
cukup besar dan masih belum bisa di manfaatkarrasedaktif dan efisien oleh

masyarakat nelayan setempat tidak heran jika p&atadang Biru di minati oleh

6 Kusnadi Filosofi Pemberdayan Masyarakat Pesjs006, HUMANIORA, Bandung, him 3
" Kota Nelayan Sendang Biru, Mengapa Ti@lakww.kompas.comtliakses tanggal 22 januari
2008
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banyak investor untuk mengembangkan usahanya dndigerikanan maupun di
bidang pariwisata dan nelayan dari luar wilayahdaeg Biru (elayan andohn
Dibidang perikanan para investor biasanya menanami@alnya dalam
bentuk rumpon yang dipasang sejauh 4 mil dari paefzerti yang dilakukan oleh
PT. Darma Alam Bahari (DAB). Tetapi dengan pemaaangumpon tersebut
malah menimbulkan masalah baru yaitu pencurian anmplal ini terjadi karena
semua ikan berpusat disekitar rumpon sehingga ey dulunya menyebar
sekarang sudah tidak lagi dan mengakibatkan petiiapt tangkapan
masyarakat nelayan tradisional menjadi menururails@encurian rumpon juga
terjadi konflik antara nelayan aslokal) Sendang Biru dengan nelayan dari luar
wilayah Sendang Biruafdon). Hal ini disebabkan oleh nelayan yang berasal dar
luar wilayah Sendang Birnélayan andonjnelakukan penangkapan ikan tanpa
izin dari masyarakat nelayan Sendang Biru dan joralatara nelayan setempat
dengan nelayan pendatang tidak seimbang yaitu,ré&yan pendatang dan 40%
nelayan setempat. Padahal dalam masyarakat net@yampat ada kesepakatan
lokal mengenai bagimana cara melakukan penangkigaanyang tumbuh dan
berkembang. Biasanya nelayan pendatang menggumdiatangkap yang lebih
modern di bandingkan dengan nelayan setempat yebapggn besar merupakan
masih nelayan tradisional dengan peralatan tangkag sederhana sehingga
menyebabkan timbulnya konflik. Oleh sebab itu plelsempatan kali ini penulis
ingin membahas masalah penyelesaian konflik persgragk ikan terkait dalam

pengelolaan sumber daya perikanan (studi di malsganelayan sendang biru).

1.2 Rumusan Masalah
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1. Bagaimana penyelesaian konflik penangkapan ikakaite dalam
pengelolaan sumber daya perikanan laut di masgaredayan Sendang
Biru?

2. Kendala apa yang dialami dalam penyelesaian kop#ikangkapan ikan
terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanah dmasyarakat
nelayan Sendang Biru ?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh para pihak dalam atasgkendala yang
dihadapi dalam menyelesaikan konflik penangkapam iterkait dalam
pengelolaan sumber daya perikanan laut di masytarel#tayan Sendang

Biru ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya pesgile konflik
penangkapan ikan terkait dalam pengelolaan sundyer perikanan laut,

2. Untuk mendiskripsikan kendala-kendala yang dialandalam
menyelesaikan konflik penangkapan ikan terkait malpengelolaan
sumber daya perikanan laut dimasyarakat nelayada®egrBiru,

3. Untuk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakuka glara pihak untuk
mengatasi kendala-kendalan yang di alami dalamua gagnyelesaian
konflik penangkapan ikan terkait dalam pengelolasumber daya

perikanan laut di masyarakat nelayan Sendang Biru.
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1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat Teoritik

Agar dapat dijadikan sebagai tambahan refenrensg y@erkaitan dengan
penyelesaian konflik penangkapan ikan terkait dapgngelolaan sumber daya
perikanan laut.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Agar dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman gesgerintah dalam
mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan depgagelesaian konflik yang
terjadi di dalam masyarakat nelayan

b. Bagi Mahasiswa

Agar dapat dijadikan sebagai penambah pengetahaanw@wasan bagi
mahasiswa mengenai masalah penyelesaian konfligeb@aan sumber daya
perikanan laut.

c. Bagi Masyarakat

Agar bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarglesisir dalam
menyelesaikan konflik di dalam komunitas suatu raesat tersebut

Agar dapat menambah pengetahuan dan pemahamanrakasylmas pada
umumnya dan mayarakat pesisir pada khususnya mangenyelesaian konflik

dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Konflik
a. Pengertian Konflik

Kata konflik berasal dari terminologi kata bahasggris conflict, yang
berarti persengketaan, perselisihan, percekcokan, @ertentangan. Konflik atau
persengkataan tentang sesuatu terjadi antara dog atau lebfh Kamus Ilimiah
Populer, konflik diartikan sebagai pertentanganapahpertikaian, persengketaan,
perselisihan, dan merujuk pada pengertian diatata paakekatnya makna
sengketa dan konflik adalah sama, hal ini didukpo@ dengan tulisan-tulisan
yang ada pada buku-buku lain yang intinya mengamgemgertian yang satha

Dalam perspektif antropologi hukum, fenomena k&nftnempunyai
makna ganda, yaitu : di satu sisi konflik mempunyakna negatif-menimbulkan
perpecahan atau disintegrasi suatu kehidupan sos@émahkan kohesi sosial
atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungsial sdtalam mayarakat.
Tetapi di sisi lain konflik juga mempunyai makna sgib yang dapat
mempertahankan integrasi sosial, memperkokoh ika@asial, dan memberi
kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubursgssial antar individu

atau kelompok dalam masyaraKat

8 Rachmad, Syafaat, Loc cit, hal 33

° Pius A Partanto; V. Daslan al Barry, Kamus lImiah trep 1994, Arkola, Surabaya, him: 358
19| Nyoman, Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alatamaerspektif Antropologi Hukum,
UM PRESS, Malang, him 40
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Oleh karena itu, dalam perspektif antropologi hukonflik yang terjadi

dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikenjadi 3 (tiga) macam, yaitu

11.

1) Konflik kepentinganonflict interesty
2) Konflik nilai-nilai (conflict of valuel
3) Konflik norma-normaconflict of norms
Secara substansi konflik dapat dibedakan menjgdud), yaknizero-sun
konflict dan non-zero-sum konflidero-sun konflicedalah konflik yang bersifat
antagonistis dan tidak mungkin diadakan kerja satea kompromi diantara
keduanya, Contoh konflik idiologi atau aganman-zero-sum konflicadalah
konflik yang dapat diselesaikan baik dengan komproraupun dengan kerja
sama dan menguntungkan keduabelah pihak, meskésimya tidak optimaf.
Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh I Nyomamjaya dalam
bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Peti$gekropologi Hukum”
menyatakan bahwa pada dasarnya konflik-konflikygenjadi dalamkehidupan
masyarakat melalui tahapan-tahapan konéidnlict stagesseperti berikdt ;

1) Pada tahapertama konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan
(grievance dari salah satu pihak yamg lain (individu atadok®ok)
karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya didandiperlakukan
secara tidakwajar, dipersalahkan, diinjak harganyhr, dirusak nama

baiknya, dilukai hatinya,dll. Kondisi awal sepemi disebut sebagai

1 Opcit, him 41

12 sastroatmodjo, Sudijon®plitik Hukum IKIP PRESS, Semarang, 1995, Him, 244

3| Nyoman, Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alatard@erspektif Antropologi Hukum,
UM Press, 2006, Him, 41
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tahapan pra-konflik pgre-conflict stage yang cenderung mengarah
kepada konfrontasi yang bersifat monadiogadig,

2) Pada tahapedua apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan seak
negatif berupa sikapyang bermusuhan atas muncidelgnan-keluhan
dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meninglkisklasinya
menjadi situasi konflikgonflict stag sehingga konfrontasi antar pihak-
pihak berlangsung secara diadikadic),

3) Pada tahapketiga, apabila konflik-konflik antar pihak-pihak tersebut
ditunjukkan dan bawa ke arena publik (masyarakddy kemudian
diproses menjadi perselisihan dalam institusi plEsggan sengketa
tertentu dengan melibatkan pihak ketiga, maka sitya telah
meningkat menjadi sengketdigpute stage dan sifat konfrontasi antar
pihak-pihak yang berselisin menajdi triadikgdic).

b. Penyebab Timbulnya Konflik
Menurut Nasikun dalam bukunya Sudijono Sastroatmotfrilaku Politik”,
berpendapat bahwa pendekatan konflik berpangkah pathgapan-anggapan
dasar sebagai beriktit
1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam praosgsmpan yang
tidak pernah berakhir,
2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik diegaldirinya,
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikarbangan

bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubabsial,

14 sastroatmodjo, Sudijono, Ibid, hal 242-243
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4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaanddminasi
oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.
Mayer dalam Mas Acmad Santosa “Good Governance &uhuLingkungan
mengembangkan alat bantu “roda atau lingkaran ikdnfang membagi sumber-

sumber konflik untuk memahami konflik dan akar pemgbnya, yaitt? :

1. komunikasi

2. emosi

3. nilai-nilai

4. struktural/kerangka eksternal
5. sejarah; dan

6. kebutuhan manusia

Apabila digambarkan roda konflik sebagaimana terseb atas, maka akan

tampak seperti gambar berikut ini :

Komunikasi

Gambar 2 : Roda Konflik (Mayer, 2000)

Sumber: Mas Acmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan. ICEL.
Jakarta. 2001.

c. Penyelesaian Konflik

5 bid hal. 69
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Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melal(tiga) pilihan mekanisme
penyelesaian yaitditigasi, non litigasi, dan advokasMekanisme litigasi dapat
dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukdam hak, dimana para pihak
tidak lagi memiliki iktikad baik untuk berdamai atanusyawarah. Keputusan
yang dihasilkan bersifat memaksa. Mekanisme nayast dipilih apabila terdapat
kepentingan para pihak yang harus dilindungi dipadapublik, sifatnya perdata
dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-magihgk untuk berdamai dan
musyawarah. Keputusan yang hasilkan lebih bersifasyawarah. Mekanisme
advokasi dapat didayagunakan untuk konflik atawgleeta di masyarakat yang
tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kephsk semata-mata, tetapi
lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yasgngat mendalam dan luas bagi
keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik, Beamanan masyaraﬂ(‘?it

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara yrdapat diaktegorikan
dengan card:

1. Negosiasi

2. Meditasi

3. Konsilasi

4. Arbitrase

Di sisi lain Nader dan Todd sebagaimana dikutighdi&yoman Nurjaya

dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalamspektif Antropologi

6 Rachmat, Syafaat, Opcit, him 34
' Joni Emirzon,Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadi{iiegosiasi, Meditasi,
Konsiliasi dan Arbiteragj 2000, Gramedia, Jakarta, him : 39
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Hukum” memberi kemungkinan beberapa alternatifypgsaian sengketa yang

banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, yaingde?®

1. Adjudikasi Adjudication)
Penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang nierkiwenangan untuk
campur tangan serta mengambil keputusan serta saslakan tanpa
memperhatikan persetujuan pihak-pihak yang berstagk

2. Arbitrasi (@arbritation)
Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihdgekgang keputusannya
disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3. Mediasi (nediatior)
Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketigzk membantu pihak-
pihak yang bersengketa dalam mencapai tujuan.

4. Negosiasiifegotiatior
Bentu penyelesaian sengketa yang bersifat diadika gmenghasilkan
keputusan tanpa campur tangan atau bantuan piligk ke

5. Paksaandpertion)
Bentuk penyelesaian berupa pemaksaan hasil akéir shlah satu pihak
kepada pihak lawannya melalui berbagai cara (Megatipun positif)

6. Penghindaran (avoidance)
Bentuk penyelesaian sengketa dengan melakukan pesabaatau pemutusan
hubungan sosial oleh salah satu pihak dengan faksaq.

7. Biarkan sajalgmpingit)

18] Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam d&larspektif Antropologi Hukum, UM
Press, 2006, HIm 42-43
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Adalah bentuk penyelesaian dengan tanpa melakikaakan upaya apapun
oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penanganan konflik Mas Ahmad Santosa merapatkan
beberapa istilah, seperti halnya pencegahan kor(itianflict prevention),
pengelolaan konfliKconflict managementjesolusi konflik(conflict resolution),
penyelesaian konflik (conflict settlement) pilihan penyelesaian sengketa

(alternative dispute resoluticatau ADR), dan rekonsiliagieconsiliation}®.

Pencegahan konflik (conflict prevention)adalah upaya untuk mencegah
konflik sebelum konflik tersebut tereskalasi, biatshegatif dan destruktif, yang
biasanya ditandai dengan kekeraganlence).Upaya pencegahan konflik dapat

dilakukan dengan tiga upaya, yaftu

1) Mengantisipasi munculnya konflik kekerasan
2) Mencegah konflik yang sedang berlangsung agar tigelkas

3) Mencegah pengulangan terjadinya lagi konflik kekana
Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui berbpgadekatar®

1) Peringatan dan tanggap dini
2) Transparansi dan demokratisasi dalam pengambilambsan publik
3) Pengembangan kebijakan sosial, ekonomi dan polaikg proaktif

dan responsif

1% Mas Achmad Santos&ood Governance & Hukum Lingkungd€EL, Jakarta, 2001, him. 67
20 Mas Achmad Santos®p cithim. 68
2 bid
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Sistem Peringatan dini dan Sistem Tanggap Dini pakan rangkaian
kegiatan pengumpulan dan penganalisaan informaasaledari wilayah konflik,

untuk kemudian dikomunikasikan kepada penentu &keéij.

Untuk itu Naraghi dan Neheim (1999) mengungkapkaima efektivitas
Sistem Peringatan dan Tanggap Dini sangat ditentukah beberapa faktor,

yaitu??

1. Aksebilitas dan kualitas informasi mengenai asppshad ekonomi dan
politik yang memberikan kontribusi terhadap kekarasdalam
masyarakat

2. Ketelitian/kedalaman dan obyektivitas analisis infasi sebagaimana
no.1 diatas

3. Strategi penanggapan yang tepat, serta keinginainsielpagai penentu

kebijakan untuk mencegah munculnya konflik kekemasa

Transparansi dan demokratisasi pengambilan keputpsalik (public
policy making process)juga dapat berfungsi mencegah konflik yang bersifat
tidak produktif. Dengan keterbukaan dan akses kubthadap informasi (access
to information), serta peluang masyarakat untuklibegr dalam proses
pengambilan keputusan publik yang semua ini dapahcegah munculnya
kebijakan publik yang tidak mencerminkan keadilamgy memicu konflik baik

yang bersifat vertikal maupun horizontal.

2 |bid
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2. Kajian Umum Kawasan Pesisir
a. Pengertian Kawasan Pesisir dan Lautan

Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah darat daotén. Dimana&/s (dua
pertiga) adalah wilayah lautan. Wilayah pesisirl@dadaerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi olehbaéran darat dan lautan (pasal
1 angka 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentargdbolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil). Sedangkan ruangklip dari pengelolaan
kawasan pesisir meliputi daerah peralihan antacsisiem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ké aiarat mencakup wilayah
administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauddz l{elas) mill laut diukur dari
garis pantai.

Berdasarkan Konvensi Wina 1982, wilayah laut Indtaéerbagu menjadi
3 bagian yaitu, wilayah laut teritorial, landas toental dan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE). Laut territorial adalah laut sedud2 mil laut diukur dari garis
pangkal kepulauan dan Indonesia memeiliki seludskdn2. Landas continental
adalah daerah dengan kedalam 200 meter dari peamu&at. Sedangkan Zona
Ekonomi Eksklusif adalah daerah lautan sejauh 2@0lamt diukur dari garis
pangkal laut wilayah Indonesia dan Indonesia mé&nskluas 2,7 Kmz2.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentaatniran
Indonesia membagi wilayah perairan Indonesia naeér§abagian, yaitu laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan panapedalaman. Laut teritorial
Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua bemslaut yang dikukur dari garis
pangkal kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauaronksla adalah semua

perairan yang terletak pada sisi dalam garis pdnigkas kepulauan tanpa
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memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pant&erairan pedalaman
Indonesia adalah semua perairan yang terletak giaddarat dari garis air rendah
dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamaseyaua bagian dari perairan
yang terletak pada sisi darat dari suatu garis to@nu
Menurut Rokhim Dahuri dalam bukunya “PengelolaarmBer Daya

Pesisir dan Lautan Secara Terpadu” ekosistem Epdatddipandang dari dimensi
horizontal dan vertical. Secara horizontal, laygatalibagi menjadi dua yaitu laut
pesisir gona neritik yang meliputi daerah paparan benua, dan laus|@patan
atau zona oseanik Pemintakakatan atau zonansorfatior) perairan laut dapat
pula dilakukan atas dasar factor-faktor fisik demyebaaran kamunitas biotanya.
Seluruh perairan laut terbuka disebut sebagai Hggetogis. Organisme pelagis
adalah organisme yang hidup di laut terbuka daaslejari dasar laut. Dalam pada
itu, zona dasar laut beserta organismenya disetaratl dan organisme berifik

Pembagian wilayah laut secara vertical dilakukanddsarkan intensitas
cahaya matahari yang memasuki kolom perairan, yaita fotikdanafotik. Zona
fotik adalah bagian kolom perairan laut yang masih m@atdeahaya matahari.
Pada umumnya batana fotikadalah hingga kedalaman perairan 50-150 m.
sementara itizona afotikadalah daerah yang secara terus menerus dalamakead
gelap, tidak mendapat cahaya. Secara vertzocala afotikpada kawasan pelagis
juga dapat dibagi-bagi kedalam beberapa zona, $faitu

1. Zona mesopelagis, zona inimerupakan bagian tedddaszona afotik

sampai kedalaman 700-1000 m atau hingga isoterdeddjat celcius

% Rokhmin DahuriPengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Terfgadanya
Paramita, Jakarta, 2004,him 15
24 Opcit, him 26
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2. Zona batipelagis, terletak pada derah yang menslikiu berkisar 10-4
derajat celcius dengan kedalaman antara 700-1088&n2000-4000 m

3. Zona abisal pelagis, terletak diatas daratan pasamgt (pasut) laut
sampai kedalaman 6000 m

4. Zona hadal pelagis, zona ini merupakan perairduker dari palung laut
dalam dengan kedalaman 6000-10.000 m.

Di zona bentikdibawahzona neritik pelagis pada paparan benua disebut
sublitoral atau zona paparan. Zona ini dihuni dlehbagai organisme dan terdiri
dari berbagai komunitas seperti terumbukarang, nmd@mun dan rumput laut.
Daerah pantai yang terletak di antara pasang gejitilan surut terendah disebut
zona intertidal atau litoral. Zona litoral merupakan daerah peralihan antara
kondisi lautan ke kondisi daratan sehingga berbangaiam organisme terdapat di

zona ini.

b. Karakteristik Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristikity®:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupag gda di
darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayahspesierupakan
hasil keseimbangan dinamis dari proses pelaputaathering
dan pembangunan ketiga aspek di atas;

2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikaamalia laut,
dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan,mggcari

makan;

% pokok Pikiran RUU Pengelolaan Wilayah Pesigimw.dkp.go.id diakases tanggal 11 Januari
2008
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3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburgang tinggi
dan sumber zat organik penting dalam rantai makadan
kehidupan darat dan laut;

4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajalan pada
kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologingy
berlainan;

5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembanginagn
pembangunan sektoral maupun regional serta mempdmgansi
internasional.

Kelima karakteristik tersebut bermuara pada tigankean wilayah pesisir,
yaitu: (1). Ekosistem pesisir yang sangat komple#syamis dan mudah
mengalami kerusakan/rentamulnarablg apabila dimanfaatkan manusia; (2).
Sumber daya pesisir yang kaya tersebut dimanfaabl@bagai pihak untuk
berbagai kepentingarm{ltiple us¢ sehingga berpotensi menimbulkan konflik;
(3). Di perairan pesisir masih terdapat pemahanagime pengelolaan akses
terbuka Open accegssehingga yang kuat sering lebih menguasai suriéga
dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam meatkarinya, sementara
regime pengelolaan tradisionatofnmon properly pemilikan pribadi/swasta
(quasi-private property serta penguasaan pemerintatale property masih
berlaku.

Wilayah pesisir memiliki beberapa bentuk dan tggmorfologipantai
yang sangat bergantung pada letak, kondisi, daisipmsntai itu seperti pantai

terjal, pantai berbatu, pantai berpasir, pantaddanpantai campuran, pantai
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dalam, pantai netral, pantai paparan, pantai pylaatai tenggelam, dan pantai
timbul. Sebagai contoh:
1. Tipe pantai landai terdapat di pantai utara Jaaatgi timur Sumatera dan
pantai selatan Kalimantan;
2. Tipe pantai campuran terdapat di Sulawesi dan kejainl Indonesia timur;
3. Tipe pantai terjal terdapat di pantai selatan Jalam pantai barat

Sumatera.

Pada pulau-pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimar8@algwesi, dan
Papua), sering terdapat sungai besar yang mengalidaut, yang sangat
berpengaruh terhadap bentuk dan tipe pantai diasaka serta material yang
membentuknya, ada yang membentuk laguna (Segar&aAyadelta (Delta
Mahakam) atau gumuk pasir.

Mengingat kondisi wilayah pesisir yang unik dengherbagai tipe
tersebut, maka faktor-faktor yang bekerja di wilaypesisir seperti angin,
gelombang, pasang surut, arus, dan salinitas gih berfluktuasi daripada di
lautan atau perairan darat (sungai dan danau)r&egaagnitudée faktor tersebut
berubah secara berangsur dari arah darat ke [zag.|&arakteristiigeomorfologi
dan oseanografiyang sangat dinamis namun rentan terhadap danksakoéasi
inilah yang mendorong kebutuhan bahwa wilayah pdsasus dikelola dan diatur
pemanfaatannya secara khusus dan hati-hati, haikntuk kepentingan produksi
(perikanan, pertanian, industrjpastal engineerindgdarmaga, bangunan pantai)

maupun kepentingan pariwisata bahari, kamservasi
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3. Kajian Umum Masyarakat Nelayan

a. Pengertian Masyarakat

Pada umunya manusi diciptakan seorang diri, olebalseitu sejak
dilahirkan mempunyai intuisi atau keinginan untu&madi satu dengan manusia
lain di sekelilingnya (masyarakat) dan juga untuénjadi satu dengan suasana
alam di sekelilingnya. Sehingga untuk mencapai atawujudkan keinginannya
tersebut manusia menggunakan pikiran, perasaan keaendaknya dengan
membentuk suatu kelompok masyarakat. Kelompok makgh dapat disebut
juga sebagatommunityyang dapat diartikan sebagai masyarakat sete szt
mana menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, atakubangsa karena
anggota-anggota suatu kelompok baik itu besar maw@cil hidup bersama
sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelongps&but dapat memenuhi
kepentingan-kepentingan hidup yang ut&mna

Suatu kelompok masyarakat mempunyai unsur-unsasgaan yang sama
yait?’ ;

1. Seperasaan, yang artinya adalah adanya perasaankep@ntingan-
kepentingan yang sama antara kepentingan indivehgah kepentingan
kelompok, sehingga dia merasakan kelompoknya selsagetur sosial
masyarakatnya,

2. Sepenanggungan, setiap individu sadar akan pergaatatam kelompok
dan keadaan masyarakat sendiri memungkinka pergaardalam
kelompok dijalankannya sehingga dia mempuyai kekaduyang pasti

dalam darah dagingnya sendiri,

26 Soerjono Soekant&osiologi Suatu Pengantd2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 149
2" Opcit him 150-151
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3. Saling memerlukan, individu yang tergabung dalansyasakat setempat
dirinya tergantung pada kamunitasnya yang melipetoutuhan fisik
maupun kebutuhan-kebutuhan psikologis.

Selain itu ada juga yang merumuskan mengenai icirpokok dari masyarakat,
yaitu sebagai berikt:
1. Manusia yanh hidup bersama, yang secara teoritisibah 2 (dua)
orang atau lebih dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup berssetema jangka
waktu yang cukup lama,
3. Mereka sadar, bahwa manusia tersebut merupakarmrbafzri suatu
kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersamg, manghasilkan
kebudayaan.
b. Pelapisan Sosial
Adanya sistem dalam masyarakat maka dengan seadiran
membentuk suatu lapisarsti@atifikas) sosial. Tetapi ada juga yang sengaja
dibentuk oleh masyarakat itu sendidir. Dengaratifikasi sosial menunjukkan
adanya pembagian peran antara lapisan yang sagamdapisan sosial yang
lainnya. Tetapi dengan adanya perbedaan peranbtgysmereka mempunyai
tujuan yang sama yaitu keselarasan, keserasian kéaeimbangan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut, dalamn slosiologi dikenal

dengarsocial stratification Katastratificationberasal dari katatatum(jamaknya

28 5pekanto Soerjono, Loc cit, him 2
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stratayang berarti lapisan). Menurut Pitirim A. Sorokirenyatakan bahwsocial
stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke#elaskelas
secara bertingkat (hirarkfs)
c. Pranata Sosial

Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan d#gh isSocial
Institution Koentjaraningrat mengatakan bahwa pranata saalalah suatu
sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat geditas-kativitas untuk
memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus daktidkpan masyarakat
Lembaga masyarakat yang bertujuan memenuhi kebukdtautuhan pokok
manusia pada dasarnya mempunyai beberapa funige?'ya

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakatjnfgm mereka
harus bertingkah laku atau bersikap di dalam mesmiamasalah-masalah dalam
masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhantdesmo,

2. Menjaga keutuhan masyarakat

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk adekgn sistem
pengendalian sosialsqcial contro). Artinya, sistem pengawasan masyarakat
terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga kemasyarakataprgdnata sosigl di bagi menjadi beberapa
klasifikasi. Menurut Gillin dan Gillin sebagimanaang dikutipoleh Soerjono
Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” tipe-tipe baga kemasyarakat dapat

diklasifikasikan sebagai berikt

29 Sperjono Soekantthid, him 228
% Op.cit, him, 197
1 Op.cit, him, 199
%2 Op.cit, him 209
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1. Crescive Institutions And Enacted Institutioigdilinat dari sudut
perkembangan),Crescve Institutions yang juga disebut sebagai
lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembagadga yang
secara tidak disengaja tumbuh dari adat-istiadaiyarakat. contohnya
adalah hak milik, perkawinan, agama @hacted Institutionslengan
sengaja dibentuk untuk memenuhi tujua tertentuaimys lembaga
utang-piutang, lembaga perdagangan dll.

2. Basic Institutions And Subsidiary Institutiof@ari sudut sistem nilai
yang diterima oleh masyarakaBasic Institutionsdianggap sebagai
lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untokelimara dan
mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. &elpalsubsidiary
dinggap kurang penting seperti misalnya kegiatajgtan untuk
rekreasi.

3. Opproved atau Social Sanctioned Institutions And Unsuctioned
Institutions (dari sudut penerimaan masyaraké&pcial Sanctioned
Institutions adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyaraka
seperti sekolah, perusahaan dagang Uihsuctioned Institutions
adalah yang ditolak oleh masyarakat, walaupun rmakga kadang-
kadang tidak berhasil memberantasnya, misal peranmegahat dlil.

4. General Institutions And Restricted Institutiong¢dari sudut
penyebarannya), misalnya agama yang merupakan Sbeteral
Institutions karena dikenal oleh hampit semua masyarakat dunia.
Sedangkan agama-agama Islam, Kristen, Hindu dIl upadan

Restricted Institutions.



41

5. Operative Institutions And Regulative Institution®ari sudut
fungsinya), yang pertama berfungsi sebagai lembsmghaga yang
menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukdnk mencapai
tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua bartuj
untukmengawasi adat-istiadat atau tata kelakuam yigak menjadi
bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contoh adalahbkga hukum
seperti pengadilan, kejaksaan dll.

Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu ugeind masyarakat
terlaksana dengan baik sebagaiman yang diharapikaka diciptakanlah norma-
norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Untuk dapat
membedakan kekuatan mengikat norma-norma terseikgnal adanya 4
pengertiar™:

a. Cara (1Isage, yang menunjukkan pada suatu perbuatan

b. Kebiasaanfplkwayg, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk
yang sama

c. Tata kelakuannoreg, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara
berprilaku dan diterima norma-norma pengatur,

d. Adat-istiadat ¢ustom} adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat
integrasinya dengan pola-pola prilaku masyarakala kdat-istiadat
dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitagi pelanggarnya.

d. Masyarakat Pesisir

Lebih dari 60% atau sekitar 140 juta penduduk ledcn bertempat tinggal

dalam radius 50 kilometer dari garis pantai. Dalémdang-Undang No. 27 Tahun

¥ Op.cit, him 199
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2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Prildad Kecil membagi
masyarakat pesisir menjadi 3 (tiga) kelompok yaegigma, masyarakat adat
adalah kelompok masyarakat pesisir yang secaran-teraurun bermukim di
wilayah geografis tertentu karena adanya ikatara mhl-usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dau-pulau kecil, serta
adanya sistem nilai yang menetukan pranata ekormotiiik, sosial dan budaya.
Kedua, masyarakat lokal adala kelompok masyarakag ymenjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yat@hsditerima sebagai nilai-
nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhny@dtung pada sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, masyarakadisional adalah masyarakat
perikanan tradisional yang masih diakui hak tradialnya dalam melakuka
kegiatan penangkapanikan atau kegiatan lainnya gahgli daerah tertentu yang

berada dalam perairan kepulauan sesuai dengarmiaidam laut internasional.

e. Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang lpaithya tergantung
langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakydenangkapan ataupun
budidayd®. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undan@IN®ahun
2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa yang dimakkengan Nelayan
adalah “orang yang mata pencahariannya melakukaang&apan ikan”.
Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatuaerttinggal, mereka terdiri
dari beberapa kelompok,yang dilihat dari segi pi&am alat tangkap dapat

dibedakan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu nelapanuh, nelayan juragan, dan

3 Mansyhuri Imron, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayaninal Masyarakat Dan Budaya,
Vol V No.1/2003Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Kebudayaan Igentloau Pengetahuan
Indonesia (PMB-LIPI), him 63
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nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayag pekerja dengan alat
tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragadalah nelayan yang
memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh oralagn.adapun nelayan
perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatagkap nelayan sendiri, dan
dalam pengoprasiannya tidak melibatkan orangain

Berdasarkan karakteristitiuman systemdalam tipologi fishery system

sepertiyang dikemukakan oleh charles, terdapatrbpbekarakteristik masyarakat
nelayan pada umunyfa

1) Nelayan berada menurut latar belakang sosial sepagkat umur,
pendidikan, status sosial dan tingkat kohesitasndakomunitas mikro
(antar nelayan dalam satu group) atau dalam kdesimnakro (antar
nelayan lain group),

2) Komunitas nelayan komersia,nelayan bervariasi menaccupational
commitment nya. Seperti nelayan penuh, sambilan atau menurut
occupational pluralismenyaeperti nelayan spesialis tertentu, nelayan
dengan sumber pendapat beragam dan sebaginya,

3) Nelayan dapat bervariasi menurut motivasi dan kuilaalam hal ini
terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: nelayan demdarakteristik profit
maximizens (nelayan yang aktifitas menangkap ikatuku mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya) cenderung b&tpséperti layaknya
perusahaan, nelayaatisficers(nelayan yang aktif menangkap ikan untuk

mendapatkan penghasilan yang cukup).

% Op.cit, him 64

% Charles (2001), dalam Skripsi Isti IndriaRartisipasi Masyarakat Nelayan Dalam
Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Rangkaujidkan Visi Kota Pelabuhan
(Studi di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Hutabolinggg, 2006, Fakultas limu
Administrasi,Universitas Brawijaya, him 23
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4. Kajian Umum Tentang Pengelolaan Sumber Day&&®an

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam hal ini kata pengelolaan sendiri mempunyaa @uti yaitu, yang
pertama pengelolaan sebagai tindakan konservasiydag kedua pengeloaan
sebagai tindakan memanfaatkan. Kata Konservasipakan terjemahan dari kata
conservation yang menurut kam@xford Advanced Learner’'s Dictionary of
Current Englishmempunyai artpreservation, prevention of loss, waste, damage,
etc (pertahanan, pencegahan terhadap kerugian, pesamprderusakan dan
sebagainya). Sedangkan menurut kamus Inggris-lstlone€onservation
mempunyai arti sebagai pengawetan, perlindungam,algenyimpanan, dan
kekekalan. Dan menuruBlack’s Law Dictionary, conservatioartinya adalah
conserve (menyelamatkan atau melindungi agar tidak terjkelfugian atau
kerusakan). Sehingga dapat di simpulkan bahwa keasie mempunyai arti
tindakan untuk melindungi sumber daya alam agaktiegrjadi kerusakan yang
mengakibatkan kerugian.

Pengelolaan menurut ketentuan dari Undang-Undang 2MoTahun 2007
Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Releiladalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penger8amber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemdrirdan pemerintah daerah,
antara ekosistem darat dan laut, serta antara plemgetahuan dan manajemen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sgiipgng dimaksud dengan

pengelolaan adalah suatu usaha yang tersencansistixmatis serta terorganisir
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secara rapi mulai dari perencanaan sampai dengayepéalian yang tujuannya
adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestdragkungan.

Menurut Rokhmin Dahuri pada dasarnya ada 3 (tighapan atau langkah
utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lawtaity (1) perencanaan, (2)
implementasi, dan (3) pemantauan dan evallasi
Menurut Rahardjo model pengelolaan sumber dayarperaut diarahkan kepada
penerapan aspek-aspek pokok sebagai bétikut

1. Pengelolaan seluruh sumber daya perikanan lautresematimal dan

berkelanjutan,

2. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,

3. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisiensandefektif,

4. Transparansi dan akuntanbilitas.

b. Pengertian Sumber Daya Perikanan
Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya, neMauzon pada
dasarnya dibagi menjadi tiga bagian y&itu

a) Natural ResourceatauNon Man Made- Resources
Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tids&k diciptakan oleh
manusia.sebab keberadaan sumber daya ini melakgpalamiah,
b) Human Resources
Merupakan sumber daya yang berasal dari diri maryesig biasa bebperan
sebagai faktor produksi,

c) Capital ResourceatauMan Made Resources

87 Rokhmin Dahuri, Loc. cit, him 172
% Adisasmita Rahardjo, Loc. cit, him 78-79
%% Mauzon (, dalam bukunya Sutikno dan Maryunanag, lcit, him 12
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Sumber daya ini merupakan sumber daya yang biasptakan manusia.

Pengertian modal yang dimaksud adalah investagy yimeroleh melalui

tabungan individu, masyarakat atau perusahaan yhggnakan untuk

memproduksi barang dan jasa.

Natural resourcestau lebih dikenal dengan sebutan sumber dayaysdam
merupakan salah satu faktor produksi mempunyangergang sangat penting di
dalampembangunan ekonomi. Tetapi apakah dalam peuban ekonomi
kedepan sumber daya alam akan tetap tersedia.ggehimtukmengatasi agar
tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam kita hhanemahami terlebih dahulu
penggolongan sumber daya alam agar dalam pemamfigatdebih efisien dan
efektif.

Menurut Barlow sumber daya alam dapat digolongkamnjadi 3 (tiga)
golongan yaittf:

a) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tatawapat pulih
(stock resourcegjiartikan sebagai sumber daya alamyang
tersediadalamjumlah dan kualitas yang tetap pad®de dan waktu
tertentu,

b) Sumber daya alamyang dapat diperbaharui atau dayldt (flow
resourcey merupakan sumber daya alamyang selalu berubah
jumlahnya,

c) Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungamaapéag dapat

diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui.

40 Barlow (1972),dalam bukunya Sutikno dan Maryun@mi, cit him 25
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Menurut Suparmoko, sumber daya alam dapat dibedalemadi 2 (dua)
menurut kepemilikannya, yaitl

a) Milik pribadi (private property)sumber daya alam milik pribadi atau
perorangan pengusaannya ada di bawah seseorargyatalbadan,

b) Milik umum (common propertysumber daya alam milik umum atau
milik bersama hak penguasaan dan pengelolaannyapada semua
orang.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis*ik&ingkungan sumber
daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sunayer idan, termasuk biota dan
faktor alamiah sekitarnyd. Perikanan berdasarkan Undang-Undang No. 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatenberhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dgkufigannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai denganagamn, yang dilakukan

dalam suatu sistem bisnis perikaffan

c. Pengelolaan sumber daya Perikanan

Perikanan mempunyai peranan yang sangat pentingsttategis dalam
pembangunan perekonomian nasional, terutama dalamngkatkan perluasan
kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan katsingaraf hidup bangsa
pada umumnya nelayan kecil, pembudi daya ikanl kizei pihak-pihak pelaku

usaha di bidang perikanan dengan tetap memelifregkuhgan, kelestarian dan

41 Suparmoko (1997), dalam bukunya Sutikno dan Manyi@p. cit him 30
“2 pasal 1angka 2, Undang-Undang No. 31 Tahun 200éii@iPerikanan
“3pasal 1 angka &)p. cit

4 pasal 1 angka Dp. cit
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ketersediaan sumber daya ikarSehingga diperluka pengelolaan sumber daya
ikan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termpessés yang terintegrasi
dalam pengumpulan informasi, analisis, perencan&ansultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya perikanan, dan imgrieasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bida&ngxgnan, yang dilakukan
oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkatukumencapai kelangsungan
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujyang telah disepakéti
Tujuan dari pengelolaan perikanan adalah untuk mémtkan sumber daya
perikanan secara optimal dan berkelanjutan sefjiaminya kelestarian sumber
daya perikanan.

Secara teoritis, pengelolaan perikanéshéries governangememiliki paling
tidak 3 unsur yang perlu diperhatikan yaitu (1)gjgauan pengelolaan (scope), (2)
struktur pengelolaan; (3) persoalan biaya tran$akBalam konteks jangkauan,
pengelolaan perikanan terkait dengan kenyataan dakewkanan memiliki multi-
fungsi mulai dari fungsi ekologi, ekonomi, sosiahdga kelembagaan. Hal ini
tentu menimbulkan tantangan apakah jangakuan paagal perikanan hanya
mencakup satu atau dua fungsi tersebut, atau s&oanprehensifmencakup
seluruh fungsi yang ada. Walaupun secara teostig@olaan perikanan mampu
dilakukan dengan jangkauakomprehensjf namun dalam tataran empiris
diperlukan kerja keras dengan visi keberlanjutankpean yang kuat dalam

penyusunan strategi pengelolaan perikanan di séneadh

“5 penjelasan umum atas Undang-Undang No. 31 Tahun28tidng Perikanan

6 pasal 1 angka Op. cit

47 Luky Adrianto, “Agenda Makro Revitalisasi Perikangang Berkelanjutanhttp://io.ppi-
jepang.orgdiakses tanggal 3 April 2008
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Sementara itu, dalam hal struktur pengelolaan, Blamengindentifikasi
bahwa tidak ada bentuk terbaik dari struktur pesigah perikanan. Selalu ada
kesenjangan ti@adeoffd antara stabilitas dan fleksibilitas, antara d&sridan
keterwakilan, antara sosial dan individu, dan laebagainya. Dalam teori
kebijakan, fungsi utama dari struktur pengelolaarikanan adalah adanya
stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusetika sistem atau kondisi
senatiasa harus adaptif terhadap perubahan. DaateKs ini maka struktur yang
baik bagi pengelolaan perikanan adalah strukturgyatabil dalam konteks
representasi, distribusi autoritas pengambilan kegan dan informasi serta
mampu memberikan batas yang jelas ardadrasory rolesdandecision roles

Dalam konteks biaya transaksi, penguatan pengelgearkanan perlu
memperhatikamex-anteandex-post casdillema. Setiap pengelolaan memerlukan
biaya transaksi untuk menjalankan pengelolaan hatseTantangan setiap
kebijakan publik adalah bagaimana meminimumkan ebimgnsaksi ini. Dalam
rezim yang menempatkan otoritas sebagai kendataamiex-ante cosbisa jadi
rendah namun tinggi dex-post coshya. Demikian juga sebaliknya. Sistem
perikanan yang kompleks dengan interaksi sistem di@n manusia yang dinamis
memerlukan kebijakan pengelolaan yang mampu meimgalan biaya transaksi
yaitu mengurangi besaran biaya transaksi dan pada yang sama mampu
menjaga keadilan dalam distribusi biaya.

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentaergk@nan diberikan
batasan-batasan mengenai pengelolaan perikanasaBabatasan tersebut adalah

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegpeagelolaan perikanan
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wajib memenuhi ketentaun sebagaimana dimaksud pgdt pasal 7 ayat 1
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikareargenai ;

a) Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan,

b) Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bamanggapan ikan,

c) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapam ika

d) Persyaratan atau standart prosedur oprasional glesygan ikan,

e) Sistem pemantauan kapal perikanan,

f) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan,

g) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta nuia@an ikan

berbasis budi daya,

h) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya,

i) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya sida

lingkungannya,

J) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang bolebrdjkap,

k) Suaka perikanan,

[) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan,

m) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, slikiean, dan

dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonetaa,

n) Jenis ikan yang dilindungi.

Ada beberapa kriteria dan indikator yang harusetiyni untuk digunakan
sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daysapank Sehingga dalam
pengelolaan sumber daya perikanan tidak menyebalkansakan terhadap
ekosistem perikanan. Menurut Sutikno dan Maryundakim bukunya “Ekonomi

Sumber Daya Alam” ada 3 (tiga) karakteristik dadoikator dalam pengelolaan
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sumber daya perikanan, yaitu kriteria dan indikaf@iensi, kriteria dan indikatro
berkelanjutan, kriterian dan indikator pemerataan.
a. kriretia dan indikator efisiensi

Kriteria efisiensi disebut juga dengan produktisjtgaitu kriteria penilaian
kinerja pengeloalaan dengan melihat besamsagfitude)output yang dihasilkan
rezim tersebut secara relatif dibandingkan outeuigelolaan lain atau biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh output. Beberapa atdikyang dapat digunakan
untuk menggambarkan kriteria efisiensi adalah hasigkapan ikan yang tidak
melampaui MSY rhaximum Sustainable yieldatau berada pada tingkat
(Maximum long-termyield)
b. kriterian dan indikator berkelanjutan

Kriteria berkelanjutan suatu manajemen pengeloEanber daya alam
ikan dapat dinilai dari sisi sikap masyarakat untaknjaga lingkungan dan
sumber dayastewardship)3an kelenturanrésilience)sistem. Sikap atau tindakan
masyarakat yang stewardship adalah kecenderungan masyarakat untuk
mempertahankan produktifitas serta karakteristikol@k sumber daya.
Sedangkan kelenturan ataesilience adalah kemampuan untuk menerima,
mengadaptasi perubahan serta hal-hal yang terjadara tiba-tiba,tanpa
mengorbankan atau bahkan mematikan sistem itursendi

Ostrom (1994) mengajukan indikator keberlanjutannniga, vyaitu
kesesuaian atau kecocokan antar pemegang kepenttga semua pihak yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu pengelol8edangkan Novaczek
(2001) membagi kriteria keberlanjutan menjadi kkbgutan sosial dan

keberlanjutan ekologi. Keberlanjutan sosial terdidri tradisi aksi bersama,
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kesejahteraan keluarga, pendapatan, keharmonisayaraat dan pembahasan

tentang masalah-masalah desa. Sedangkan kebeatarijdglogi terdiri dari ;

kondisi kesehatan sumber daya dan hasil tangkap ika

c. Kriteria dan Indikator Pemerataan
Kriteria pemerataan adalah yang paling banyak disonasyarakat. Hal ini

disebabkan karena masyarakat tidak puas dengawgaagaterjadi, yang mereka

terima, dan yang mereka alami. Ketidak puasan rekgardisebabkan karena
adanya ketiampangan ditengah-tengah mereka atataamereka dengan orang

atau kelompok luar. Menurut Hann (1994) kriterianpeataan mempunyai 4

(empat) utama vyaitu,

1. Representatif : suatu pengelolaan yang lebih aaiu$ mampu mewakili
keseluruhan keinginan dan mengakomodasi selurubhgieran yang ada
dalam masyarakat,

2. Kejelasan proses : proses manajemen harus metujikan yang jelas dan
pelaksanaannya dilakukan secara transparan,

3. Harapan yang homogen : seluruh pihak yang terbib@l semua pemegang
kepentingan harus memiliki kesepakan tentang prdaedujuan pengelolaan
sumber daya,

4. Dampak distribusi : proses dan pelaksanaan manajeh@@us mampu
memberikan perubahan distribusi barang dan jasa.

d. Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dné&sik
Sebelum adanya Negara Indonesia, sudah hidup yamgnya masyarakat
adat. Dimana mereka hidup dengan adat-istiadatkaerasing-masing. Hal ini

berlaku juga terhadap pengelolaan sumber dayaguenik Pengelolaan sumber
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daya perikanan berbasis kearifan lokal yang addndonesia dapat disebut
sebagai model PSBK (Pengelolaan Sumber daya Parnkderbasis pada
Komunitas) ataureritorial User Right of Fisherie§TURF). Bentuk dari PSBK
yang populer dilndonesia adalah 1. sasi di malikuAwig-Awig di Bali, 3.
Panglima Laut di Aceh, 4. Rumpon di Lampung, 5.0Retan di Kenjeran-
Surabaya, 6. Banjang soyo (sero) dan Bagan di MuBaayuwangi, 7. Jaring
Seret (Tarik) di Prigi-Trenggalék

Menurut kriteria Cristy seperti yang dikutip oleladhmat Syafaat dalam
bukunya “Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Senghettar Belakang, Konsep,
Dan Implementasi”. terdapat beberapa kondisi yamgpatl mempengaruhi
pembentukan dan berlangsungnya PSBK, yaitu : &t stimber daya alam, 2.
batasan bio-fisik, 3. teknologi penangkapan ikanfaktor-faktor budaya, 5.
distribusi kekayaan, dan 6. wewenang pemerintaHetabaga hukuffi. Dimana
secara sistematis pengelolaan sumber daya perildagat digambarkan dengan

diagramalir seperti yang terdapat dibawafini

8 Nikijuluw, 1994;Syafa’at, 1996, 1999, dan 2001lada Rachmad Sayafa’advokasi dan
Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, kardzp Implementasinyahgritek YPN
Malang, 2006, him,143

49 Rachmat Syafaa®p. cit him 143

0 Rachmat, Syafaafp. cit him 148
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BAB Il

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ysiridmpiris. Dengan
menggunakan Pendekatan yuridis Sosiologis. Peratekairidis dimaksudkan
untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum atamatyg@n perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan sepeféirg-Undang No. 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari@adg-Undang No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undangrignda. 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 TahOw Zéntang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pendekataiofgis dimaksudkan untuk
mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakeatyael terkait bagaimana
masyarakat nelayan yang ada di Sendang Biru mesaal@an masalah

pengelolaan sumber daya perikanan.

2. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Pantai usSendang Biru, Desa
Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kalampdflalang, karena
Sendang Biru merupakan tempat yang paling repratienntuk dijadikan tempat
penelitian. Sendang Biru merupakan daerah nelagag paling dinamis sebab
banyak sekali potensi sumber daya pesisir danraetalapat di Pantai Sendang
Biru sehingga menjadikan wilayah Sendang Biru sebagmpat untuk

mengembangkan usaha baik itu dibidang perikanalainSéu banyak sekali
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nalayan dari luar wilayah Sendang Biru untuk meagakan di sepanjang pantai
Sendang Biru. Persentase antara nelayan pendatadgr) dengan nelayan lokal
adalah 60% berbanding 40%. Selain itu wilayah aegdiru juga akan dijadikan

sebagai kota nelayan oleh Pemerintah Kabupatenniglala

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diperoleh dalam penelitian iniadaebagai berikut :

1. Data Primer bersumber dari hasil wawancara yarakulklan pada sampel
yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah oramg@ yang pernah
berhubungan langsung dengan masalah penyelesaiafiik kalalam
pengelolaan sumber daya perikanan laut dari Ketelarfpok Nelayan
Rukun Jaya, Anggota Kelompok Nelayan Rukun Jayasyslie@akat
Nelayan Sedang Biru, Kepala Desa Tambak Rejo danakKeKP (Dinas
Kelautan Dan Perikanan) Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secaa latigsung dari apa
yang telah dituliskan oleh orang lain dalam bukitbliteratur, dokumen-
dokumen, sumber di internet, foto dan dokumenesiang sumberdaya
perikanan laut dan peraturan perundang-undangag texkait dengan
permasalahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara uaggdari responden
(Instansi Pemerintah yang terkait dengan permasalaPenyelesaian
Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut daasyarakat

Nelayan Sendang Biru) yang diperoleh melaui waaemnc
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2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengani dar
pengkajian/penelusuran bahan hukum primer, bahkanhsekunder dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputajpean perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan yang bedmibudengan
pengelolaan sumber daya perikanan seperti UndacigtignNo. 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariadabg-Undang
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ngadadang No.
31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undamg2R Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Feldad Kecil. Bahan
hukum sekunder adalah sumber hukum sekunder yaegotith melalui
Literatur, dokumen, artikel, makalah, dill yang hdyangan dengan
Penyelesaian Konflik Dalam Pengelolaan Sumber DRgakanan dan
Perdes No. 6 Tahun 2007 Tentang Pungutan dan Hukdat Desa
Tambak Rejo . Bahan hukum tersier adalah sumber siltunder yang

diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengambilan Data
Pengumpulan data tersebut akan dilakukan dengaikteébagai berikut ;

a. Data Pimer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian dilakukan dengan
menggunakan teknik interview/wawancara mendalanmgymerupakan suatu
proses tanya jawab lisan dengan responden ataumafo Dimana proses

interview tersebut dilakukan dengan interview bebas terpimpiang
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menggunakan pedoman interviewintérview guid¢ yang masih bisa
dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengemggunakan teknik
studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakuk@ngan menelusuri atau

mengutip bahan-bahan pustaka seperti literatuymek, artikel dan makalah.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejalgadian, atau seluruh unit
yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adaMhasyarakat nelayan yang ada di
Sendang Biru meliputi Buruh nelayan dan juragaan juga Instansi-Instansi
pemerintah yang berkaitan dengan penelitian iniipugl Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa diaRéjo.

b. Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukanragmarposive sampling,
yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan caragambil subjek didasarkan
pada tujuan tertentu yang berkaitan dengan peareliti.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Repala adat, Masyarakat
Nelayan, Ketua Kelompok Nelayan Rukun Jaya, Angdttompok Nelayan

Rukun Jaya, Kepala DKP (Dinas Kelautan dan Perialabupaten Malang.
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6. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah diperoleh baik itu melaluidapang maupun studi
pustaka akan dianalisa dengan menggunakan teksikrigtif kualitatif dan
analisis isi ¢ontent analysis
7. Definisi Oprasional
Penyelesaian konflik : usaha untuk menghentika atenyelesaiakn suatu
masalahyang dihadapi dalam pengelolaan sumberpaikanan
Pengelolaan : Pengelolaan yang dimaksud dalam gabpoi adalah terkait
masalah penangkapan ikan
Sumber daya perikanan : sumber daya yang terbada gumber daya ikan
(potensi semua jenis ikan)
Masyarakat : masyarakat yang terdiri dari masydradlat dan masyarakat lokal
yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulaaiR®.

Nelayan : orang yang mata pencahariannya melakpdmangkapan ikah

*1 pasal 1 angka 32p. cit
2 pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 200hfg Perikanan



60

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
1. Letak Dan Keadaan Geografis Desa Tambak Reko daumb8endang Biru
1.1 Desa Tambak Rejo

Desa Tambak Rejo berada di Kecamatan Sumber Mawieign, Kabupaten
Malang. Desa ini berada pada ketinggian 0-150 muit@tas permukaan laut.
Desa Tambak Rejo merupakan desa pesisir dengas ggntai sepanjang = 57
Kmz2 yang dikelilingi dengan hutan baik itu hutamdiiing maupu hutan produksi.

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : Desa Sitiarjo

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Utara : Kedung Banteng

- Sebelah Timur : Tambakasri

Selain itu, Desa Tambak Rejo merupakan daerahdedengan perbukitan batu
kapur yang cukup curam. Sehingga banyak sekalvitddi penambangan batu
kapur. Curah hujan sekitar 1350 Mm dimana hujasetaut terjadi selama 5-6

bulan setiap tahunnya.
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Desa Tambak Rejo memiliki luas sekitar 1.588,5 Hangdn rincian

sebagai berikut;

Tabel 1
Luas dan Peruntukan WilayahTambak Rejo
No | Peruntukan Luas (Ha)
1 | Sawabh irigasi ¥z teknis 80
2 | Sawah tadah hujan 70
3 | Tanah kas desa 25
4 | Lapangan olah raga 1
5 | Perkantoran pemerintah 0,5
6 | Hutan lindung 877
7 | Hutan produksi 535
Jumlah 1.588,5

Sumber : Data Desa Tambak Rejo T&007 Yang Sudah Diolah

Apabila melihat Tabel 1 diatas Desa Tambak Rejoupatan daerah
perbukitan yang dikelilingi hutan, baik itu hutaroguksi maupun hutan lindung
milik perhutani yang luasnya mencapai 1412 Ha. Karkeadaan topografinya
perbukitan, sawah yang ada di Desa Tambak Rey tdla yang menggunakan
sistem irigasi teknis. Sehingga cocok untuk ditan@maman kebun seperti tebu,
pisang, dan kelapa.

Desa Tambak Rejo terbadi menjadi 2 (dua) peduswmdin, Dusun
Sendang Biru Dan Dusun Tambak Rejo. Dusun Sendangt&diri 4 (empat)
RW (Rukun Warga) 16 (enam belas) RT (Rukun Tetanggdangkan Dusun
Tambak Rejo terdiri dari 4 (empat) RW (Rukun wardah 12 (dua belas) RT
(Rukun Tentangga) dimana setiap dusun dipimpin Kkgtala Dusun (Kasun).

Desa Tambak Rejo sangat mudah dijangkau lewat @dmat. Jarak ke
ibukota kecamatan terdekat adalah 25 km denganuwtekipuh sekitar 45 menit
apa bila ditempuh dengan menggunakan mobil. Sedangkrak ke ibukota
kabupaten terdekat adalah 65 km dengan waktu tenggkitar 150 menit

perjalanan apabila ditempuh dengan menggunakan.mobi
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1.2 Dusun Sendang Biru

Pantai Sendang Biru secara administratif terldidRusun Sendang Biru,
Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetahupaten Malang.
Sedangkan letak geografisnya adalah 08’37’-08'41da8 112'35’-112'43’ BT
dengan ketinggian daerah 0-100 m di atas permulkadnDusun sendang biru
memiliki luas + 268 ha dengan penggunaan lahan kurgawah, ladang,
perumahan, hutan, perkantoran, pasar, tempat skdsm sebagainya. Batas
administrasi pantai sendang biru adalah sebagikiuber

. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa 8itiarj

. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Kdgamigng

. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Tambak

. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Samudenzekido

Keadaan iklim di daerah Sendang Biru termasuhnikiopis dengan dua

musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.-Raétasuhu di daerah ini
berkisar antara 24°C sampai dengan 27°C. Curalm lifawasan Sendang Biru
berkisar antara 60-110 mm per bulan dengan jundsdnrata hari hujan 118,1
hari. Musim hujan terjadi pada bulan SeptemberdApa&da musim ini curah
hujan bisa mencapai lebih dari 100 mm per bulansiMkemarau terjadi pada
bulan Mei-Agustus dengan curah hujan kurang dam0per bulan.

Jarak ke ibukota kecamatan terdekat adalah 30 kmatewaktu tempuh
sekitar 1 jam apa bila ditempuh dengan menggunaiaml. Sedangkan jarak ke
ibukota kabupaten terdekat adalah 69 km denganuwi@khpuh sekitar 2 jam

perjalanan apabila ditempuh dengan menggunakan mobi
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Kawasan pesisir Sendang Biru mempunyai garis paspanjang + 18
Km? terdapat ekosistermangroveyang tersebar di Clungup seluas 10,53Ha
dengan ketebalan sekitar 150m, sedangkan terummamcali kawasan Sendang
Biru ini tersebar dilokasi Weden Rusa, Kondang Bogtdan Kondang Bajul
dengan kedalaman 1,3-3,5m.

Dusun Sendang Biru merupakan daerah pantai sefatamtidak terdapat
landasan benua tetapi curam dan berkarang, dergraikidn gelombang yang
terjadi adalah gelombang sedang dan gelombang sesta terjadi dua kali
pasang surut dengan arus pasang yang kuat. Tetaphthi Sendang Biru cukup
aman karena gelombang yang langsung datang datefzas terbentur oleh pulau
sempu yang terletak di depan Pantai Sendang Behin§ga hal ini lah yang
menyebabkan kenapa Pantai Sendang Biru selalu @ikaijungi oleh nelayan
dari luar wilayah sengdang biru. Sedangkan dasairpe Sendang Biru berupa

pasir, dan karang dengan ke dalaman 100 m.

2. Kedaan Sosial dan Ekonomi M asyar akat
2.1 Jumlah penduduk

Tabel 2
Jumlah penduduk
No Jenis kelami Jumlah (jiwa)
1 Laki-laki 2216
2 Perempuan 2186

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik). iKéalang Tahun 2007yang sudah diolah
Jumlah penduduk yang ada di Dusun Sendang Birurb&h 4.402 jiwa

atau sekitar 1.561 KK yang terdiri laki-laki tendidari 2216 jiwa dan
perempuannya berjumlah 2186 jiwa.
Menurut Pak H. Atmo selaku sesepuh masyarakat aelagndang

biru menyatakan bahwa “pada dasarnya penduduknzestyarakat
Sendang Biru adalah Suku Jawa. Kehadiran masyaké&dtira dan
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Bugis ke daerah Sendang Biru lebih disebabkan kamegrantau dari
daerah asalnya untuk mengadu nasib ke daerah SpBian Sebab
pada waktu itu daerah Sendang Biru mempunyai sunuas@a
perikanan yang melimpah ruah, sedangkan masyatalkait sendiri
tidak bisa memanfaatkan sumber daya perikanan bigrsgengan
maksimal. Sehingga semakin lama semakin banyak areisyt
pendatang yang tinggal di daerah Sendang Biru damadi penduduk
disana dan ada juga yang menikah dengan masyaetiatpat™.

Kepadatan jumlah penduduk di Dusun Sendang BirutaseR30/km?2.
Sehingga hal ini menunjukkan kalau Dusun SendangBerupakan daerah yang
kurang padat. Berdasarkan Peraturan PemerintalgBeind/ndang-Undang No.
56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertadgatingkatan-tingkatan
untuk menentukan kepadatan suatu daerah, hal atirddalam pasal 1 ayat 2.
suatu daerah tidak padat apabila jumlah pendudukry@/km?2, daerah kurang
padat apabila jumlah penduduknya 51-250/km?, daewsup padat apabila
jumlah penduduknya sekitar 251-400/km?, dan suaieah dikatakan sebagai
daerah padat apabila jumlah penduduknya sekitdkdBke atas.

2.2 Mata Pencaharian

Tabel 3
Mata pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah
(jiwa)
1 Petani 1200
2 Nelayan 1500
3 Guru 8
4 TNI 4
5 Pengusaha 25
6 Penjual Jasa 200

Sumber : BPS (Badan Pusat Statiktik). Malang Tahun 2007 yang sudah di olah
Jika melihat Tabel 3 di atas sebagian besar mdsytansang ada di

Kampung Nelayan Sendang Biru bekerja sebagai neldak itu nelayan

tradisional maupun nelayan modern. Penduduk yankehe di sektor nelayan

%3 Hasil wawancara dengan H.Atmo, selaku sesepuh damkelompok Nelayan masyarakat
nelayan sendang biru, tanggal 21 April 2008
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jumlahnya sekitar 1500 orang. Selain bekerja d®ekelayan sebagain besar
masyarakat yang berada di kampung nelayan SendamguBa bekerja disektor

pertanian. Jumlah penduduk yang berkerja di seiéwnanian mencapai 1200
orang.

Hasil produk dari pertanian penduduk Sendang Bialah pisang. Hal ini
lebih disebabkan oleh kondisi tanah yang ada diatla&endang Biru. Tekstur
tanah yang ada di Sendang Biru adalah tanah lemypamg berpasir sedangkan
warna tanahnya adalah abu-abu. Setiap tahun détorseertanian bisa
menghasilkan pisang sebanyak 2,5ton/tahun. Sel@&nghasilkan pisang dari
sektor pertanian juga menghasilkan kopi dan keldpetapi yang menjadi
persoalan disana adalah sebagain besar tanah ygengu oleh petani adalah
tanah hak milik dari perhutani.

Selain bekerja di sektor nelayan dan pertanerdpduk Sendang Biru
banyak yang bekerja di sektor jasa. Jumlah pendydng berkerja di sektor jasa
adalah 200 orang. Sektor jasa yang ada di Sendang&hgat beragam ada yang
bekerja sebagai tukang ojek. Hal ini dikarena lgfe&grafis dan daerah Sendang
Biru yang jauh dari pusat keramaian sehingga sebagasportasi alternatif
adalah menggunakan ojek. Sebab, kalu mengandatkaspbrtasi umum seperti
angkot atau yang lebih dikenal oleh masyarakatrgeé dengan sebutan mikrolet
akan mamakan waktu yang lama dan juga biayanya ryzgl.

Ada pula yang bekerja di sektor jasa dengan meakedi perahu
penyebrangan atau untuk Kkeliling-keliling dikawasBualau Sempu. Selain
terkenal dengan daerah yang kaya akan sumber dagai berupa ikan. Sendang

Biru juga mempunyai potensi dibidang pariwisatatyadulau Sempu. Pulau
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Sempu adalah pulau terluar yang ada di Laut Sejatag berfungsi sebagai cagar
alam dimana kewenangannya berada dibawah BKSDA afBadonservasi
Sumber Daya Alam).

Masyarakat nelayan Sendang Biru ada juga yang taréesektor usaha
dan Pegawa Negeri Sipil (PNS). Jumlah penduduk yeskgrja di sektor usaha
adalah sekitar 25, usaha disini sangat beragamtsapaha industri kecil seperti
pembuatan abon ikan, pindang ikan dan pengasi@am $elain itu ada juga yang
membuka usaha bengkel baik itu bengkel motor ataghel perbaikan perahu.
Jumlah masyarakat yang berkerja sebagai PegawaéeriN&ipil dan militer
berjumlah 12 orang.

2.3 Penghasilan

Tabel 4
Penghasilan

No Mata Pencaharian Pendapatan
1 Petani 400.000,-/bulan
2 Nelayan (Musim lkan) 2.000.000,-/trip
3 Nelayan (Tidak Musim Ikan) 300.000,-/trip
4 Juragan (musim ikan) 3.000.000,00-

5.000,000,00/trip
5 Juragan (tidak musim ikan) 200.000,-/trip
6 Pedagang 3.000.000/bulan
7 Wiraswasta 900.000,-/bulan

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistilk). Kéalang Tahun 2007 yang sudah di olah
Berdasarkan Tabel 4 diatas Rata-rata pendapatam peaghasilan

masyarakat nelayan di Sendang Biru cukup besara Raktu musim ikan
pendapatan bersih nelayan bisa mencapai Rp. 2@001t6p. 1 kali trip apabila
musim ikan sekitar 4 hari melaut. Dan pada waktsimyaceklik (tidak musim
ikan) sekitar 300.000,-/trip. 1 kali trip pada muspaceklik sekitar 1-2 minggu
melaut. Apabila di kalkulasikan perbulan pendapayansekitar Rp. 600.000,00-

Rp. 9.000.000,00 perbulan.
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Akan tetapi pada kenyataanya, kebanyakan adalalyanssit nelayan
tingkat ekonominya prasejahtera dan sejahtera Ihggdn penghasilan mereka
hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rseari-hari. Karena hal
tersebut disebabkan oleh sifat atau karakteristik thasyarakat nelayan yang
konsumtif.

2.4 Tingkat Pendidikan

Tabel 5
Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa)
1 Perguruan Tinggi 10

2 SMU 125

3 SMP 260

4 SD 935

5 Tidak Sekolah 1750

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistilk). Kéalang Tahun 2007 yang sudah di olah
Berdasarkan Tabel 5 di atas, rata-rata masyaratayan Sendang Biru

mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendahlalupenduduk yang hanya
lulus SD berjumlah 935 orang dan tidak pernah s#kadalah sekitar 1750
orang. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yahalami oleh masyarakat
nelayan. Selain faktor ekonomi, banyak anak-anakgyadak ingin sekolah
karena malas dan mereka lebih suka untuk membaatig dau mereka.
2.5 Pemukiman

Pemukiman yang terdapat di Dusun Sendang Biru padannya tumbuh
secara alamiah berupa perkampungan dan terdapan@ean terencana yaitu
Perumnas Sendang Biru, Kampung Raas, Kampung PoRegx Kampung
Kondang Bajul, Kampung Baru, Dan Kampung Kali Timéa

Ada beberapa permasalah yang timbul akibat munaulpgrumahan-
perumahan di Kampung Nelayan Sendang Biru. Masatakebut muncul

disebabkan karena tanah yang ada diatas Perkampuvigayarakat Nelayan
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Sendang Biru adalah tanah hak milik Perhutani KatripMalang. Sehingga saat
ini tanah beserta rumah yang dimiliki oleh Masyatakielayan Sendang Biru
belum mempunyai sertifikat. Jumlah luas tanah ya@glgm mempunyai sertifikat
adalah sekitar 17,3 Ha. Dimanan 4,3 Ha untuk peasnm,8 Ha untuk
perkapungan dan sisanya untuk fasilitas umum (faseperti masjid dan sekolah
nelayan.

Kawasan Kampung Nelayan Sendang Biru terdapat sweagay tidak
permanen yaitu kali Clungup dengan topografi yaegupa perbukitan, sehingga
menyebabkan terjadinyan off yang masuk dalam perairan laut maupun perairan
permukaan melalui aliran. Pada saat musim hujasapatrun off yang lebih
besar, karena perusakan hujan. Penduduk disekitayas Clungup (Kampung
Raas) tidakada yang memiliki sanitasi dalam rumah hgkungan, sehingga
mereka memanfaatkan kali Clungup dan perairanuiaiutk keperluan MCK.

Namun mulai Tahun 2000 Masyarakat Nelayan Sendaing &idah
memanfaat sumber air tanah dangkal dan air tanEimdaedalaman air dari
permukaan tanah adalah 1 (satu) meter. Air tandmd&awasan masyarakat
nelayan Sendang Biru sangat potensial menjadi suaibbersih untuk konsumsi
rumah tangga dari air tanah dalam yang berasal Sandang Gambir Dan
Sendang Biru di alirkan kedalam rumah-rumah penkiudkngan sistem seperti
PDAM. Pengelolaan air bersih (PDAM) selama ini dike oleh Koperasi dan
masyarakat setiap bulannya membayar kepada kopsrhgai pengganti biaya

perawatan.
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3. Potensi Perikanan

Sendang biru memiliki potensi sumber daya perikayem sangat besar,
dengan potensi lestari setiap tahunnya sebesar4D8h/tahun. Sehingga tidak
dapat di pungkiri lagi kalu kawasan sendang birunjadi salah satu tujuan dari
nelayanandonuntuk melakukan penangkapan ikan.

Seperti tabel yang berada di bawah ini, merupakesil kangkapan dari
masyarakat nelayan sendang biru :

Tabel 6

Hasil Produksi Ikan Berdasarkan Volume Dan Redhisgi di Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap Kab. Malang bdgian Desember 2007
Volume lkan Retribusi

Jenis Berat Nilai 3%
Cakalang | 56.348 516.801.949, 00 15.504.058,47
Cucut
Cumi-
Cumi
Ekor
merah
Julung- 227 696.890 20.906,70
Julung
Kembung
Lauro
Layang
Layur
Lemuru
Lemadang 2396 13.274.300,00 398.229,00
Marlin 587 8.184.914,00 254.547,42
Salem
Selar
Tengiri
Teri
Tongkol 2608 13.706.567,00 411.197,01
Tuna 4926 107.568.167,00 3.227.045,01
Tuna 19.180 186.489.047,00 5.595.671,41
kecil
Lain-lain
Jumlah 86.272 846.721.834,00 25.401.655%,02
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagélelaan Pangkalan Pendaratan

Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sditddh
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Dari Tabel 6 tersebut dapat dilihat kalau jenisnikeang paling banyak
ditangkap adalah jenis ikan cakalang yang padanbDiEsember saja mencapai
56.348. Yang menarik di Sendang Biru sendiri adasimumusim untuk
melakukan penangkapan ikan.

Menurut penuturan salah seorang nelayan, Warneat2it* Pada bulan
Desember merupakan musimnya ikan cakalang, pada Maret-Mei dimana
adanya pertemuan angin barat dan angin tenggarapaiemn musim ikan tuna
pada bulan Juni-Agustus merupakan musim ikan tdngRan pada bulan
Agustus-Oktober merupakan musimnya ikan berteladaPwaktu musim ikan
bertelur pada umumnya nelayan sekoci Sendang Bialakmkan migrasi
kedaerah lain seperti Sumatera dan Sulawesi. Skaangelayan payangan
melakukan perbaikan kapal sambil menunggu musim s@anjutnya. Selain
ikan Sendang Biru juga mempunyai udang lobstempietkibat kerusakan karang
yang disebabkan oleh ulah dari orang-orang yangktidertanggung jawab
jumlahnya tidak begitu besar. Disana juga terddapatbak udang windu dan

vannamie milik masyarakat yang luasnya sekitar B/a8

B. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nelayan lokal sendang biru pada umunya masih tengotlalam nelayan
tradisional. Sebab sebagian besar nelayan lokahmenggunakan perhu dengan
mesin tempel yang jangkauannya masih sangat terb&@adangkan nelayan-

nelayan yang menggunakan kapal motor pada umuneigganandon

¥ Hasil Wawancara dengan Warno, Nelayan Sekoci, @amgal 21 April 2008
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Tabel 7
Jumlah Penyalur Bahan Perbekalan Di PPI
Jenis bahan penyalur Jumlah (ton)/hari
Es 60
Solar 130
Olie 0,5
Bensin
Air bersih 1990
Garam 36
Jumlah

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagdt@aan Pangkalan Pendaratan
Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sditdah

Sedang biru merupakan tempat yang startegis damuesesarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan semua sditiaigkapai mulai dari
pelabuhan, TPI (tempat pelelangan ikan), SPBN iBtaRengisian Bahan Bakar
Nelayan) sampai dengan pabrik es. Tetapi semuanyaasih kekurangan. Saya
ambil contoh masalah penyediaan es, walaupun dsaateh ada pabrik es tetapi
masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan nedd&games sehingga harus
di datangkan dari Blitar.

Setiap hari masyarakat nelayan membutuhkan bahkar lwlan bahan
makanan untuk dibawa melaut. Semua kebutuhan Hadiear dan perlengkapan
lain seperti air bersih dan es disediakan olehkpKdD (Koperasi Unit Desa).
Kebutuhan bahan bakar setaip hari nelayan mendtzabis30 ton solar, 0,5 ton
olie. Sedangkan untuk perlengkapan lain sepertbaisih menghabiskan 1990

ton, 60 ton es, dan 36 garam.
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Tabel 8
Bentuk Ikan Yang Dipasarkan
Bentuk Jenis Jumlah
Ikan segar Tuna, baby tunab9 %
cakalang

Ikan olahan :

- Pindang | Cakalang, tongkol 35 %

e Asin 4 %

e Abon Tuna 2%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagélelaan Pangkalan Pendaratan
Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sditddih

Pada umunya masyarakat nelayan Sendang Biru lek#n menjual ikan
tersebut dalam keadaan segar karena harganyatledi. Sehingga aktivitas
pada saat berlabuh ramai sekali ada yang mengarigkutlangsung dijual ke
pelelangan. Tetapi ada juga masyarakat yang nidakpengolahan ikan biarpun
masih bersifat sederhana dan dalam shafae industry

Ada berbagai macam usaha pada daerah SendangriBana #ain pabrik
pengolahan, pemindangan, pengasinan dan ekspor Wsaha yang sedang
dikembangkan adalah dari faktor pengasinan karemdabarkan informasi dari
PPI (Pangkalan Pendaratan lkan), bahan dasarmaegppengasinan sukar untuk
diperoleh. Usaha perikanan adalah segala macarma yaaly bergerak pada sektor
perikanan mulai dari usaha penangkapan ikah,handling(penangkapan ikan),
pengalengan, pembekuan, pengasapan, pemindangagaspen dan usaha
pengelohan produk perikanan, selain itu usaha bigaduga termasuk di
dalamnya.

Usaha perikanan yang ada di Dusun Sendang Biantiranya adalah
penangkapan ikan, pemindangan dan pengasinan, korahil perikanan ini di
distribusikan kepasar lokal dan beberapa daeraalmys Pasuruan, Bali, Jember

yang nantinya akan di eksport. Usaha pemindangamagrah ini mampu



73

berkembang pesat dan mampu mendirikan suatu lapgrejerjaan bagi warga
sekitarnya. Sedangkan untuk usaha pengasinan daldaai masih belum
berkembang dikarenakan harga ikan asin yang kuramgnguntungkan
dikarenakan biaya produksi lebih besar dari padgah@alnya.

Sedangkan usaha pembuatan abon ikan tuna di deemdang biru masih
mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Usaha ysarb abon merupakan
kerjasama antara masyarakat nelayan sendang hmgawleFakultas Perikanan
Universitas Brawijaya Malang. Menurut salah seorpeggusaha JoRdabom
ikan tuna menyatakan bahwa usaha pembuatan aboraladlnsebagai usaha
sampingan karena mereka tidak memproduksi dalanejuyang banyak tetapi
dalam jumlah yang terbatas. Sistem penjualan mdaskikan jika ada wisatawan

yang berkunjung ke Sedang Biru.

Tabel 9
Daerah Pemasaran Dan Tujuan Pemasaran
Daerah Tujuan Jumlah
pemasaran
Malang, dampit
Dalam kota | kepanjen, 20 %
Gondang legi, turen,
Singosari
Antar kota Surabaya, lumajang, 70%
Probolinggo, pasuruan,
Banyuwangi, jember
Antar propinsi | Bali, jawa barat 10%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagételaan Pangkalan Pendaratan
Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sditddih

Berdasarkan Tabel 9 di atas ikan-ikan segar yamgsbedari Sendang
Biru sekitar 70% atau sebagian besar untuk memeéwlthituhan luar kota seperti

Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan BamguwaSedangkan untuk

% hasil Wawancara dengan, Joko Warga Nelayan Sendang®®da Tanggal 21 April 2008
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memenuhi kebutuhan dalam kota seperti Malang, SargagGondang Legi, Turen
dan Kepanjen sekitar 20 % dari total hasil tangkagan nelayan Sendang Biru.
Dan sisanya atau sekitar 10% untuk memenuhi kebatamtar propinsi seperti

Bali dan Jawa Barat.

1. Sistem Nilai Dan Nor ma Dalam Pengelolaan
1.1 Sistem Bagi Hasl

Sistem bagi hasil berdasarkan nilai investasi yafianam pada
pemanfaatan sumber daya laut sebenarnya belumatligada masyarakat yang
masih menganut sistem pemilikan komunal. Sistemi bagil tangkap yang
mempertimbangkan aset produksi dengan orang yakegrjaedalam proses
produksi mulai dikenal setelah sistem mata pencamaberkembang dan
mengakui adanya hak milik perorangan, serta memngehgkan investasi
perorangan dalam usaha penangkapartikan

Sistem bagi hasil tangkap perikanan biasanya bereionopoli dalam
pembagian keuntungan. Dimana keuntungan dari gei@pal (juragan) lebih
besar dibandingkan dengan pendapatan dari nelagieerjg (buruh). Menurut
Warno (27 tahunt), di sendang biru sistem bagi hasilnya 50:50 Seteipotong
biaya oprasioal. Dimanan juragan mendapatkan B&8# dari keuntungan dan
itupun masih dipotong untuk membayar tukang (orayey))g mempersiapkan
kebutuhan pokok nelayan pada waktu melg@ngamba) Sedangkan 50%nya

lagi untuk nelayan, ditingkat nelayan masih ada p@ambagiannya yaitu untuk

*’Ary Wahyono, “Konflik Bagi Hasil Tangkapan Purser&eDi Prigi, Trenggalek, Jawa Timur”,
Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol :V No. 1/20B8sat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesia (PMB-Llakarta

" hasil wawancara dengan Suwarno (27 th), nelayaniSkmggal 21 April 2008
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membayar kuli angkut. Setelah dipotong kuli angbatu sisanya dibagi antara
nelayan anggota perahu. Jika dinelayan sekocinsipembagiannya 2% bagian
untuk kapten kapal dan 1 bagian untuk ABK (anakhbdupal).
1.2 Sistem Penangkapan

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesitgkiglama dilakukan
oleh manusia. Menurut sejarah sekitar 100.000 taliang lalu menusia
neaderthlal(neaderthal man) telah melakukan kegiatan pengagkikan dengan
menggunakan tangan kemudian profesi ini berkemhbangs secara berlahan-
laha®.

Tabel 10
Jumlah Nelayan, Armada Perikanan, Alat TangkapuBBln Pengolah Yang

Terdapat Serta Memanfaatkan PPI

Keadaan Jumlah
Nelayan (Orang) 2014
Armada perikanan (unit) 338
a. kapal motor

« 5GT

« 5-10GT 221

« 10-30 GT 33

» <30GT
b. perahu motor tempel 286
c. perahu tanpa motor 53
Alat penangkapan ikan (unit) 349
Bakul/pedagang (orang) 42
Pengolah (unit) 16

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badangdtelaan Pangkalan
Pendaratan Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2803 sudah diolah

Berdasarkan Tabel 10 di atas sebagian besar neSgraang Biru adalah
nelayan tradisional karena masih menggunakan perabtor tempel, yang
jumlahnya mencapai 286 armada. Sedangkan nelayan ry@nggunakan perhu

motor sekitar 254 armada, dan yang sisanya atatas@&d armada merupakan

8 Sudirman dan Achmar Mallaw&eknik Penangkapan lkaRQ04, Rineka Cipta: Jakarta,him 1
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perahu tanpa motor yang masih menggunakan dayuerbingya hal ini

menandakan jika sebenarnya nelayan Sendang Birwritesy adalah nelayan

tradisional.
Tabel 11
Jenis Armada, Jumlah Armada, Jumlah Nelayan damebuat Tangkap
Jenis Jumlah armada Jumlah nelayan  Jumlgh
armada alat
tangkap
Payang
a. lokal 30 750 30
b. andon
Skoci/tonda
a. lokal 183 915 183
b. andon 73 365 73
Purse saine
a. lokal 1 25 1
b. andon
Jukung 32 32 32
Kunting 53 53 53
Gill net 11 55 22
Jumlah 383 2.195 394

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagdtaaan Pangkalan Pendaratan
Ikan Pondok Dadap Kab. MalangTahun 2007 yang suidddihd

Perahu payang adalah perahu yang pada umunya nmehk@gu alat
tangkap jaring dan setiap perahu berjumlah 25-3h@ryang dipimpin oleh
seorang kapten laut. Nelayan payangan hanya melakpgnangkapan ikan sekali
jalan. Maksudnya adalah mereka berangkat sore ratam untuk melakukan
penangkapan ikan sedangkan siangnya mereka suddiaké&e dermaga.

Nelayan sekoci adalah nelayan yang mengguakan pesakoci alat
tangkapyang digunakan adalah pancing. Setiap s&tcisberisi 5-6 orang yang
dipimpin oleh seorang kapten perahu. Tugas daritekapperahu adalah

mengemudikan perahu. Biasanya nelayan sekoci lerlsglama 1-2 minggu
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tetapi kalau musim ikan hanya membutuhkan waktua#. MMereka hanya
istirahat selama 1-2 hari, lalu mereka beranglgituatuk melaut.

Nelayan jukung dan kunting merupakan nelayan yarenpggunakan
perahu konvensional sebab mereka menggunakan nesipel dan dengan
dayung. Perahu jukung dan kunting biasanya ber2i drang nelayan dan
jangkaunnya pun hanya di sekitar pantai atau seigamill laut dari bibir pantai.

Alat yang digunakan oleh nelayan jukung dan kuntawglah pancing dan jala

tebar.
Tabel 12
Jenis Ikan Dan Alat Tangkap Yang Digunakan

Jenis alat Jumlah Jenis ikan tangkapar Jumlah
tangkap ikan
Payang 30 1. cakalang 56.348

2. julung-julung 227
Pancing | 256 1. tuna 4.926
tonda

2. baby tuna 19.180
Rawe
Gill net 11 1. tongkol 2.608

2. marlin 578
Pancing | 32 lemadang 2396
jukung
Kunting 52
Purse 1
saine
Jumlah 271 86263

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badagdt@aan Pangkalan Pendaratan
Ikan Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sditdah

Payang adalah pukat kantong yang digunakan untukangkap
gerombolan ikan permukaape(agic fish) di mana kedua sayapnya berguna untuk
menakut-nakuti atau mengejutkan serta menggiriag upaya masuk kedalam

kantong®.

%% Sudirman dan Achmar Mallawthid, him 160
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Pancing tondan adalah pancing yang diberi tali gramjdan ditarik oleh
perahu atau kapal. Pancing diberi umpan ikan ssggarumpan palsu yang karena
pengaruh tarikan ikan bergerak di dalam air sel@nggerangsang ikan buas
memnyambarnya.

Rawai (ong ling terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampufignana
pada tali utama pada jarak tertentu terdapat bpaded cabang yang pendek dan
lebih kecil diameternya, dan di ujung tali cabamgdi ikatkan dengan pancing.

Ada beberapa jenis alat tangklamg line Ada yang dipasang di dasar
perairan secara tetap dalamjangka waktu tertektndl dengan nama rawai tetap
atau bottom long lineatau set long line yang biasanya digunakan untuk
menangkap ikan-ikademersal Ada juga rawai yang hanyut yang biasa disebut
dengardript long ling biasanya untuk menangkap ikan-ikeagis Yang paling
terkenal adalakuna long lineatau disebut juga dengan rawai tuna.

Gill Net yang artinya adalah jaring insang, jaring rahatay lain-lain.
Istilah Gill Net di dasarkan pada pemikiran bahwa ikan-ikan yartgrigkapGill
Netterjerat di sekitabperculumnygada mata jaring. Dalam basaha Jepé&nl,
Net disebut dengan istilatsasi amj yang di dasarkan pemikiran bahwa
tertangkapnya ikan-ikan padaill Net ialah dengan proses bahwa ikan-ikan
tersebut menusukkan disasupada jaringami. Ayodhyoa (1981) dan Nomura
(1978) membedakan antagurface gill net, Bottom gill net, Drift gill netad
Encricling gill netatauSurrounding gill net.

Purse Seineadalah alat (gear) yang digunakan untuk menangkap pelagic

yang membentuk gerombolan.
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2 Struktur Kelembagaan

2.1 Pelelangan I kan

Tabel 13
Produksi, Nilai Produksi Serta Retribusi Lelang
Keadaan Jumlah
Volume ikan yang di daratkan (Kg 104.164
Nilai ikan yang di daratkan (Rp) 934.639.252
Volume ikan yang dilelang (Kg) 104.164
Nilai ikan yang dilelang (Rp) 934.639.252

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Badargélelaan Pangkalan Pendaratan lkan

Pondok Dadap Kab. Malang Tahun 2007 yang sudahhdiola
Di Sendang Biru sudah tersedia pangkalan pendaikaan(pelabuhan)

dan tempat pelelangan ikan sehingga hal ini sanganhbantu nelayan untuk
menjual ikan hasil tangkapannya. Pelelangan seddlola oleh pihak KUD
seperti bagan yang ada dibawah ini :

Bagan 1
Struktur Organisasi TPl KUD Mina Jaya

Pengurus KUDminajaya

Administrator TPI Kabag TPI

Jr Lelang Jr Nota Kasir TPI Jr Buku Jr Timbang

Sedangkan pangkalan pendaratan ikannya sendiriotiikeleh pihak Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.
Setiap hari ikan yang dilelang di Sendang Biru ca@ai 104.164 ton, hal

ini disebabkan karena semua nelayan lokal dan aelapdon harus menjual ikan
hasil tangkapannya ke pelelangan ikan yang adarmi&hg Biru. Dan tidak boleh
dijual langsung secardand to handdari nelayan kepada pedagang atau

perusahaan pengolahan ikan.
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2.2 Kelompok Nelayan

Bagan 2

Struktur Organisasi Kelompok Nelayan Mina Jaya

Ketua Umum

Sekretaris Bendahara

Ketua Payangan Ketua Skoci Ketua Jukung

Sendang Biru merupakan daerah pesisir yang perkegalnnya baik itu
dari segi ekonomi maupun pembangunan sangat din&rlsingga diperlukan
suatu wadah untuk mengakomodasi semua kepentingan rantinya tidak
berkembang menjadi konflik yang besar. Kelompokapah Rukun Minajaya
adalah salah satu wadah organisasi (pranata sgsia) ada di sendang biru.
Organisasi ini muncul karena adanya kesadaran ms®taakan organisasi.
Kelompok nelayan rukun minajaya di pimpin oleh Hm& yang menjadi Ketua
Kelompok Nelayan Rukun Minajaya selaku salah saikoh masyarakat
setempat. Sedangkan bendaharanya adalah H. Mublaliam sub kelompok di
bagi manjadi 3 kelompok yaitu kelompok payangangydinketua oleh H. Koko,
kelompok nelayan sekoci yang di ketua oleh H.Marjiklan kelompok jukung di
ketua oleh Praminto.

Fungsi dari kelompok nelayan rukun minajaya adalaintuk
mengoraganisir semua nelayan yang ada di sendangdbn juga biasanya

digunakan untuk menyelesaiakan permasalahan (kpg#ing terjadi di kawasan
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sendang biru pada umumnya dan masyarakat nelayalarsg biru yang masuk

kelompok dalam kelompok pada khususnya.

C. Konflik-konflik yang pernah terjadi dalam masyarakat nelayan sendang
biru terkait dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

1. Gambaran Konflik dan Para Pihak yang terlibat Konflik
Fenomena konflik sosial nelayan di Wilayah Jawa urirmerupakan

fenomena lama, yang telah berlangsung sejak awalinta70-an, ketika
modernisasi perikanan mulai diperkenalkan hinggarseg, di beberapa wilayah,
konflik sosial ini belum terselesaikan hingga tsffta Hal ini lebih disebabkan
oleh sifat dari sumber daya lautan yang bersiéemon propertynfilik umum).
Dengan sifat milik umum, memberikan makna bahwagairang berhak untuk
melakukan penangkapan bahkan mengekspoitasi tgrhslaber daya yang
berada dilaut khususnya perikanan.

Adapun dimensi-dimensi konflik sosial-ekonomi dangkungan yang
terjadi selama ini di dalam kehidupan masyarakktyae antara lain : kemiskinan
dan kesenjangan sosial, konflik nelayan dalam pémten sumber daya
perikanan, konflik pemanfaatan ruang kawasan pesigara pengusaha dengan
masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan pesiemapgkapan yang destruktif
terhadap ekosistem laut, belum terkelolanya potsasiber daya pesisir secara
optimal, dan keterbatasan alternatif pekerjafffishing.

Menurut Kusnadi ada sebab-sebab khusus yang melkambkonflik

sosial antar masyarakat nelayan, y&ifu

¢ Kusnadi,Jaminan Sosial Nelaya@p07, LkiS : Yogyakarta, him 147
61 Kuanadi Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesi€006, Humaniora : Bandung, him 55-56
62 Kusnadi,Loc. cit him 151-152
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Pelanggaran jalur-jalur penangkapan ikan, khususesjadi di wilayah
perairan pantai bisa merugikan nelayan-nelayarl Badi segi pendapatan
dan perusakan alat tangkap yang sedang dioprasikiayan-nelayan
tradisional,

Perebutan wilayah tangkap karena wilayah tersebeinitiki potensi
sumber daya perikanan yang besar sehingga kompelsam
mengeksploitasi sumber daya perikanan sangat tinggi

Klaim wilayah penangkapan karena berdasarkan iiakat laut atau
legitimasi Undang-Undang Otonomi Daerah oleh nelayan lokaingga
nelayan pendatang tidak boleh beroperasi di kawasarg diklaim
tersebut,

Pengoperasian alat tangkap yang tingkat kualitasi alaya kerjanya
berneda di antara dua kelompok nelayan, misalnyaramelayammini
trawl dengan nelayan yang mengoperasiaring tetap atau jaring
duduk

Perbedaan etos kerja dan ketekunan bekerja an&dagan pendatang
(nelayanandor) dengan nelayan lokal sehingga memberinya hasitj ya
optimal bagi nelayan pendatang. Kondisi demikian nimeulkan
kecemburuan sosial-ekonomi bagi nelayan lokal,

Perbedaan perilaku sosial budaya antara nelayatafz@my yang kurang
memperhatikan etika sosial dan adat-istiadat seterdpngan nelayan
lokal sehingga mengganggu proses adaptasi sosiaintegrasi sosial di

antara mereka.
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Wilayah perairan Laut Jawa Timur yang memilikitgsi konflik

sebagai berik{t :

1.

Perairan Selat Madura, khususnya di Wilayah PeraiPasuruan-
Probolinggo hingga ke utara memasuki Wilayah PamnaiSelatan
Bangkalan, Sampang, Dan Pamekasan.

Perairan Pantai Utara Tuban-Lamongan-Gresik, kimysusli perairan
Pangkah yang melibatkan kelompok nelayan Ujung Rem@resik dan
nelayan Weru-Paciran, Lamongan,

Perairan Bangkalan Barat Dan Pantai Utara Pulauukéadermasuk di
Perairan Kepulauan Masalembo, Sumenep Utara,

Perairan Selat Bali, dari Utara hingga ke Selatan,

Perairan Selatan Jawa Timur, seperti di Puger ya@gyimpan konflik
laten antara nelayan kecil (pancingan) dengan aelgyayang dan
konflik eksplosif di Prigi, Trenggalek, antara neda Madura dari

Pasuruan dan nelayan lokal.

Ternyata hal yang sama juga dialami oleh masyaradayan sendang biru,

berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakaaneday instansi yang terkait

diperoleh data yang menunjukkan bahwa, di masyanaédmyan sendang biru

juga ada konflik yang terjadi disana. Contoh damfkk yang pernah terjadi di

daerah masyarakat nelayan sendang biru adalah aefza@ yang tercantum

dalam tabel dibawah ini :

83 Kusnadi,Op. cit him 149
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Tabel 14

Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Nelayan Send&iqu

No Jenis konflik Pihak yang
berkonflik
1 | Tahun 1997-1998 masyarakat lok#@ntara nelayar
melarang nelayan andon untulokal dengan

menangkap ikan di Kawasamelayan andon
Sendang Birtf.
2 | Tahun 2004 dulu tidak ada rumpund\ntara nelayar
tapi setelah adanya rumpung ikasekoci dengan
tidak pernah menepi ke pinggiramelayan payangar
pantai. sehingga nelayan payang
melaut samapai ketengah dan
menangkap ikan di rumpung yang
dibuat oleh nelayan sekoci tetapi
konflik tersebut tidak sampai pada
tingkat kekerasan fisik hanya pada
tingkat perselisihdf.
3 | Tahun 2007 akhir-Tahun 2008 awalelayan lokal
Permasalahan yang dihadapi baik|ilengan  nelayan
di laut maupun di TPI. Di laut sepeftandon
memasang rumpon terjadi konflk
dengan nelayan porsen Pekalongan
dan nelayan dari Jakarta yaljtu
penangkapan ikan di rumpon nelayan

sendang bir§®.
Sumber : Data Primer Yang sudah Diolah

Tetapi konflik yang terjadi di masyarakat Send&wg bukan merupakan
konflik terbuka dan meluas tetapi konflik yang tatatent conflict) Menurut M.
Mukhsin Jamil,dkk, ada beberapa tipe konflik yaewgidi®”:

a) Kondisi tanpa konflik o conflicty Menurut persepsi orang pada

umumnya, memungkinkan bahwa kondisi tanpa konflik.

% hasil wawancara dengan P. Karnadi, selaku tokoh mastanelayan sendang biru, tanggal 22
April 2008

% hasil wawancara dengan Bapak H. Koko, selaku Keglarpok Nelayan Payangan, tanggal
21 April 2008

® hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, selaku Pedd®&8D Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Pondokdadap Dinas Kelautan dan PerikananMalang, tanggal 16 April 2008

57 M. Mukhsin Jamil,dkk,Mengelola Konflik Membangun Dama&i007, WMC (Walisongo
Mediation Center) IAIN Walisongo Semarang, Semaraig,10
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b) Konflik laten (atent conflicj. Konflik laten adalah konflik yang berada
dibawah permukaan.

c) Koflik terbuka ppen conflict Konflik ini mengakar secara dalam serta
sangat tampak jelas.

d) Konflik permukaan gurface confligt Konflik ini memiliki akar yang
tidak dalam atau tidak mengikat. Konflik ini munckarena kesalah
pahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi deoigamikasi.

a. Konflik Masyarakat Lokal: Adanya Larangan Nelayan Andon Untuk
Menangkap lkan Di Kawasan Sendang Biru

Konflik yang pertama terjadi pada tahun 1997-1998 dimana konflik ini
terjadi karena adanya larangan nelayan luand¢n®® untuk melakukan
penangkapan ikan dikawasan laut Sendang Biru. Kadah nelayan luar
(transmigrasi)ke daerah lain, salah satunya ke Sendang Biradiesgjak tahun
1979.

Dimana pada waktu itu di pantai Utara Jawa sudahgalami kelebihan
hasil tangkap dver fishing yang di sebabkan oleh adanya kebijkan pemerintah
yang terkenal dengan sebutalne revolution.Merupakan suatu kebijakan untuk
melakukan modernisasi perikanan guna meningkatkaodugtivitas hasil
penangkapan ikan. Tetapi hal tersebut tidak diirgba@engan dampak yang di
timbulkan oleh modernisasi di bidang perikanan. ddar banyaknya nelayan

pantura dan Selat Bali yang datang ke Sendang Bial,ini menyebabkan

% Andun atau Andon yang lebih dikenal dalam masyanadtayan sendang biru adalah datang
ketempat tertentu untuk mengerjakan sesuatu; lihat Sifibedin Kamus Bahasa Madura
Indonesig(Jakarta : Pustaka Pembinaan dan Penegmbangan Ba8f@$dlm, 44. Dalam konteks
kehidupan nelayamndunberarti mencari nafkah atau penghasilan ke ddaralyang dianggap
memiliki potensi ikan, sedangkan di daerahnya sendaind&ieadaan kurang atau tidak ada
potensi ikanAnduntermasuk migrasi yang bersifat sementara, dalam Kustawilik Sosial
Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumbar Daya A2®2, LKiS, Yogyakarta, him,70
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timbulnya rasa ketakutan atau ke khawatiran dasyarakat nelayan Sendang
Biru apabila persediaan ikan yang ada dikawasan3andang Biru akan habis
dan merusak ekosistem lingkungan laut. Yang naatialan berdampak pada
penurunan hasil tangkapan dan pendapatan merekara@urun pula.

Selain itu, disebabkan oleh perbedaan alat tangkag digunakan antara
nelayan lokal dengan nelayamdon Yang pada umumnya nelayan pendatang
menggunakan alat tangkap yang lebih modern dibgkdmdengan nelayan lokal
yang masih menggunakan alat tangkap tradision&lin§ga mereka tidak akan
mampu bersaing dengan masyarakat nelayan pendataohgn)

Kondisi demikian mengakibatkan kecemburuan baik isecara sosial
maupun ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenaipe@edntara nelayan lokal

dengan nelayan andon lihat tabel dibawah ini :

Tabel 15
Perbandingan Peralatan Antara Nelayan Lokal Dehggayan Andon
No | Nama paralatan Nelayan lokal Nelayan andon Kegenan
1 | Kapal/perahu Ukuran Ukura Perlengkapan
kapal/perahu kapal/perahu kapal nelayan
relatif kecil relatif besar luar  daerah
sangat
2 | Mesin kapal/perahuMesin relatif kecil| Mesin relaitf| representatif
bahka ada yang | besar dan
tidak bermesin perlengkapan
kapal nelayarn
3 | Alat tangkap Mengunakan Menggunakan | lokal masih
jaring dan alat tangkap terbatas dan
pancing modern tradisional
tradisional

Sumber : Data Primer yang sudah diolah

Keberadaan nelayaandon diakui pemerintah dengan adanya Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2004tarey Pengendalian

Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Dkya Adapun tujuan
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dengan penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dakaP@an No.13 Tahun 2004
Tentang Pengendalian Nelayan Andon Dalam RangkgeRdaan Sumber Daya
Ikan adalah agar kegiatan penangkapan ikan yaaguiidn oleh nelayaandon

dapat berlangsung dengan tertib dan terkendaliasedengan prinsip-prinsip
pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dak tnenimbulkan konflik

antar sesama nelayan.

b. Konflik Antara Nelayan Sekoci Dengan Nelayan Payang

Konflik yang keduaadalah penurunan hasil tangkapan nelayan payangan,
dimana konflik ini terjadi sekitar tahun 2004.

Menurut H. Koko, masalahnya bukan untuk bersainggde kerja.

dulu tidak ada rumpung setelah adanya rumpung fikik permah

kepinggir karena dibuatkan rumpung di selatan. stestang-orang

begini kalau tidak di usir, orang-orang itu nabfigai mana. kita

orang-orang pribumi sendiri kok lama tidak begieperti yang dulu

sebelum adanya rumpung.

Sebelum adanya rumpon masyarakat nelayan di Ser8iamgnasih bisa
mencari ikan sekitar tapian laun (3 mil laut) demgaenggunakan alat sederhana
seperti pancing. Sehingga menurunnya hasil tgyagkanelayan payang
disebabkan oleh pemasangammpung atau rumpdi yang dilakukan oleh
nelayan sekoci. Dengan pemasangampung atau rumpordi tengah laut
menyebabkan ikan tidak lagi menepi..

Karena ikan tidak pernah menepi mambuat nelaygarman penasaran

kenapa ikan kok tidak pernah kepinggir padahal regkp saatnya musim ikan

sehingga beberapa nelayan payangan melaut ketemgak melihat apa yang

%9 Rumpung atau rumpon atau bisa disebut juga defisfaagregatiordevice(FAD) yaitu alat
bantu penangkapan ikan agar berkumpul dalam sa#thble areaSudirman dan Achmar
Mallawa, Teknik Penangkapan IkaB004, Rineka Cipta : Jakarta, him 27
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terjadi. Setelah sampai di tengah laut, nelayanapggn melihat beberapa
rumpung yang ditanam di tengah laut.

Menurut salah satu nelayan karena mungkin sudaleréed hari tidak
mendapatkan ikan setelah mengetahui banyak ikaredirumpung tersebut maka
tanpa menunggu laman nelayan payangan mengamhibsi&an yang ada di area
rumpung tersebut tanpa aturan dan membabi butangdehhal tersebut membuat
ketegangan antara nelayan payangan dengan nelksly@ci.s

Sebelum adanyarumpung masyarakat nelayan sendang biru masih
menggunkan alat tangkap sederhana yaitu berupangadan jaring. Dalam
melakuka penangkapan ikan tidak hanya disekitar $smdang Biru tetapi juga
sampai ke daerah sumatera. Tetapi dengan adartyzaata penangkapan berupa
rumpung hal tersebut sudah jarang dilakukan. Mereka hanyaakukan
penangkapan di sekitar laut Sendang BiRumpungyang ada di dalam
masyarakat nelayan Sendang Biru pertama kali dikenaoleh nelayan dari

Filiphina.

c. Konflik Nelayan Porsen Pekalongan Dan Nelayan Dari Jakarta Dengan
Nelayan Sendang Biru: Penangkapan lkan Di Rumpon Nelayan Sendang
Biru

Konflik yangketiga terjadi sekitar tahun 2007 akhir-2008 awal.

Menurut Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanabufaten
Malang mengatakan bahwa “Memang di sendang biruséndiri
banyak permasalahn yangdihadapi para nelayan MWaikdii laut
maupun di TPI sendiri. Kalau di laut seperti yarigadapai nelayan
kita diamana merekaitu memasang rumpon yang sekar@madi
konflik nelayan kita sendiri dengan nelayan porgekalongan itu
terjadi penjarahan (penangkapan ikan) terhadap-ikem dirumpon
nelayan sendang biru”.
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Konflik ini terjadi karena adanya penjarahan/merglan ikan dirumpon
nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh nelayassdPodari pekalongan dan
nelayan dari jakarata. Dimana nelayan porsen dgtalBngan dan nelayan dari
Jakarta mengambil ikan di dalammpon milik nelayan Sendang Biru yang di
tanam di tengah laut. Dengan adanya pencurianpung tersebut nelayan
Sendang Biru mengalami kerugian karena tidak bisemamen ikan atau ikannya
sudah berkurang. Penyebab kedatangan nelayan draloRgan dan Jakarta
sudah berkurangnya persediaan ikan akibger( fishing)di laut utara pantai
jawa.

Struktur konflik yang dikemukakan oleh Paul Corapexti yang di kutip
oleh Ustman Abian dalam bukunya “Anatomi Konfliknd8olidaritas Masyarakat
Nelayan” , bahwa konflik dibedakan menjadi 2 (dyaifu, konflik menang-kalah
(zero-sum confligtdan konflik menag-menanggn zero-sum confligt Konflik
menang-kalah zero-sum confliy adalah kedua belah pihak baik nelayan
luar/lokal sama-sama bersifat antagonistik sehindggiak memungkinkan
terjadinya kompromi. Ciri-ciri dari konflik ini adh tidak mungkin diadakannya
kerja sama dan kompromi. Konflik menang-menangn(zero-sum confligt
adalah kedua belah pihak nelayan luar/lokal merigadgerundingan. Ciri
utamanya adalah pihak-pihak yang terlibat konflikasih mungkin untuk
melakukan perundingan dan bekerja sama sehinggauasepihakakan

mendapatkan bagian dari konflik tersebut.

2. CaraPenyelesaian Konflik
Konflik merupakan suatu fenomena atau kejadian yagh biasa terjadi

di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sehingg& tmungkin seseorang
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akan terhindar atau bahkan tidak pernah mengalamilik dalam kehidupan
sehari-hari. Sebab manusia adalah mahkluk yangnindéengan akal dan pikiran
serta perasaan mereka akan selalu berinteraksademgng lain.

Oleh sebab itu yang harus dilakukan adalah bagankita mengelola
konflik itu menjadi hal yang positif dan mengunti4ag bagi diri kita sendiri dan
untuk masyarakat. Menurut Coser dan Nader sebagaa mhikutip oleh | Nyoman
Nurjaya dalam bukunya “Pengelolaan Sumber Daya ARatam Perspektif
Antopologi Hukum” mengatakan bahwa “yang dapalakdikan adalah
bagaimana konflik tersebut dikelolan&énagedl dikendalikan ¢ontrolled, dan
diselesaikan gettled secara bersama-sama dengan bijaksana dan dagaai, a
tidak berkembang menjadi kekerasan, anarkhi, atstruktif, menimbulkan
disintegrasi atau meghancurkan sendi-sendi hubusgaral dalam kehidupan
masyaraka?.

Jenis dari konflik itu sangat bermacam-macam dampgteks ada yang
terbuka dan ada yang tertutup. Sehingga dalam [Es@y@nnyapun sangat
berbeda-beda juga, tergantung dari jenis dan tiagkikonflik yang terjadi. Agar
nantinya dalam proses penyelesaian konflik terjedsepakatan dan tidak
merugikan salah satu pihak.

Banyak sekali model yang ditawarkan kepada masgarakalam
menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapai klali penyelesaian secara
litigasi maupun  penyelesaian secan@n litigasi. Dimana setiap model
penyelesaian tersebut mempunyai konsekuensi atdnatakang berbeda-beda

tetapi semuanya itu mempunyai tujuan yang sama yaituk mencari keadilan

0 Coser 1968, Nader 1978, dalam | Nyoman Nurj@gmgelolaan Sumber Daya Alam Dalam
Persepektif Antropologi Hukurgp06,UM Press; Malang, him 42
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bagi kedua belah pihak. Di dalam Undang-Undang 2Notahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kedh gilihan untuk
menyelesaikan persoalan pengelolaan wilayan pedeir pulau-pulau kecil,
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 64 (1) lgsajan sengketa dalam
pengelolaan wilayan pesisir dan pulau-pulau keté@ndpuh melalui pengedilan
dan/atau di luar pengailan. Hal ini menunjukkan viehmasyarakat nelayan
diberikan pilihan seluas-luasnya untuk menyelesagengketa di bidang kelautan
dan perikanan.

Menurut Hendricks sebagaimana yang dikutip olehmadst Sabian dalam
bukunya “Anatomi Konflik dan Solidaritas MasyarakatNelayan”
menggambarkan sebagai ringkasan untuk memberilen pandangan sederhana
tentang konflik yang mana digambarkan dalam seloligdram,sehingga terlihat
bagaimana model klasik dalam peyelesaian konfldggymana di mungkinkan
paling tidak untuk membantu melihat bentangan endssi tindakan yang

mungkin terjadi selama konflik, yaitt:

Bagan 3
Model klasik penyelesaian konflik
Menyerang
o  Kekerasan
o Penggulingan tanpa kekerasan
A 0  Pembuatan peraturan
1
1
X o Peradilan (penyelesaian paksa pada kelompok yatigdip
' 0  Arbitrase
' 0  Mediasi (penyelesaian sec. Sukarela oleh kelompak yertikai)
1
; 0  Negosiasi
o  Diskusi
Menghindar o Toleransi

" Hendricks (2001), dalam Ustman Sabianatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakdelayan
2007, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
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Institusi penyelesaian konflik yang dikenal dalarasyarakat paling tidak ada 2
(dua) macam, yait(f;
1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tréahal, yang bersumber
dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangssacara tradisional
(folk institutions,
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun siatem politik dan
hukum negarastate institutions
Tujuan dari penyelesaian konflik menurut MaswaduRada 2 (dua) tujuan,
yang pertama adalah untuk mencegah semakin menagdakonflik, yang berarti
semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yhedkonflik. Kedua
mencegah semakin meluasnya konflik, yang beramiaken banyaknya jumlah

peserta masing-masing pihak yang berkofilik

2. 1 Konflik Masyarakat Lokal: Adanya Larangan Nelayan Andon Untuk
Menangkap Ikan Di Kawasan Sendang Biru

Konflik yang pertama dimana masyarakat nelayan lokal Sendang Biru
melarang adanya nelayandonuntuk melakukan penangkapan ikan di kawasan
laut sendang biru. Apabila dilihat dari segi stuuk konfliknya, konflik
pelarangan nelayan andon untuk melakukan penangk&pa di Sendang Biru
oleh nelayan lokal termasuk dalamn zero-sum conflictKonflik yang terjadi
masih pada tahapan pertanpaa(konflik). Karena baru mucul keluhan-keluhan

dari masyarakat nelayan lokal terhadap kedatangklyanandon.Pada tahapan

2| Nyoman Nurjaya,Loc. cit him 42
3 Maswadi Raufonsensus dan konflik politik Sebuah Penjajagan Tiepbirektorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasionall208&karta, Him, 9



93

ini masyarakat lokal masih memungkinkan untuk tefan perundingan atau
musyawarah dengan nelayan laadon
Menurut Teori Hubungan Komunitagammunity relations theoyy bahwa

konflik ini disebabkan oleh polarisasi, ketidak ga@raan, dan permusuhan antar
kelompok-kelompok yang berada dalam suatu komufit®ara penganut teori
hubungan komunitas memberikan solusi-solusi tegmakianflik-konflik yang
timbul dengan cara, a) peningkatan komunikasi dalng pengertian antar
kelompok-kelompok yang bertikai, b) pengembangderansi agar masyarakat
lebih bisa saling menerima keberagaman dalam malsy@&r

Konflik antara nelayan andon dengan nelayan lokadatl diselesaikan
setelah adanya perintah atau semacam pendapdbkiaini masyarakat setempat
yaitu ;

Bapak H. Atmd® selaku ketua Kelompok Nelayan Mina Jaya

mengatakan bahwa “Nelayan Andon Jangan kamu usimdayah

sendang biru sebab dengan adanya nelayan andon k&au

mempelajari bagaimaan mereka melakukan penangkiapandan

bagai mana perahu mereka. Sehingga dengan adalayamandon

akan menambah pengetahuan kita tentang cara dgreakngkapan

ikan. Hal ini seperti transfer teknologi dari nelyandon ke pada

nelayan lokal sendang biru. Maka dengan sendirirakan

meningkatkan pedapatan kita”.

Masyarakat nelayan Sendang Biru masih menganggéwabdokoh
masyarakat dianggap sebagai sesepuh masyarakatomag yang paling di
tuakan sehingga segala perintah dan petunjuknyén dgalankan dan dihormati.

Walaupun di sana sudah ada kepala desa dan ingeam&rintah seperti DKP,

Satpol Airut dan TNI AL.

7M. Mukhsin Jamil, dkklLoc. cit him 18

> M. Mukhsin Jamil, dkklbid, him 155

% hasil wawancara dengan, H. Atmo selaku sesepuh daa kelompok nelayan Rukun Jaya,
Tanggal 21 April 2008
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Nelayanandonyang ada di Sendang Biru akan tetap akan ditesetama
mereka mematuhi semua ketentuan-ketentuan yangkbedi dalam kehidupan
masyarakat lokal nelayan Sendang Biru. Apabila salah satu nelayaandon
yang mengganggu ketentraman masyarakat setempatiseembuat keributan
maka nelayarandon tersebut akan di kenakan sanksi dan diusir daayain
Sendang Biru.

Sanksi dan ketentuan tentang nelagadondalam masyarakat Sendang
Biru diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes6Ntahu 2007 Tentang
Pungutan dan Hukum Adat Desa Tambak Rejo Pasal d3gatakan bahwa
“Setiap warga masyarakat yang merugikan oranghains mengganti rugi sesuai
dengan kerugiannya dan dikenakan sanksi desa maksl0 sak semen”.
Peraturan Desa tersebut berlaku secara umum, gehisigpa saja baik itu
nelayan andon maupun nelayan Sendang Biru seray ynembuat kerugian
terhadap orang lain akan dikenakan sanksi. Biasdeypda yang berupa semen
digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitmum yang ada di
Sendang Biru.

Sedangkan dalam Pasal 21 Perdes No. 6 tahu 20@@ngelRungutan dan
Hukum Adat Desa Tambak Rejo menyatakan bahwa “Batiap orang/nelayan
andonyang tidak membawa surat keterangano (migrasi) kerja dikenakan dana
pembangunan desa sebesar Rp.250.000,-“. Suraakgtaboro merupakan surat
keterangan yang diperoleh dari daerah asal nelaydantersebut. Surat boro ini
merupakan sebagi kartu identitas yang menjelassalrusul nelayan tersebut.

Hal ini menunjukkan kalau masyarakat nelayan Semdainu bersifat

terbuka terhadap siapa saja yang ingin bekerjaldyah Sendang Biru walaupun



95

dulunya mereka sangat keberatan dengan adanyaanedaylon Dan dalam
Perdes No. 6 tahu 2007 Tentang Pungutan dan Hukdah Besa Tambak Rejo
Pasal 37 dinyatakan bahwa “Bagi nelayan arabnharus mengurus KTP (Kartu
Tanda Penduduk) semetara/ KTP andon”. Untuk nelapdonyang lebih dari 3
(tiga) bulan bertempat tinggal di Sendang Biru kvajintuk mengurus KTP
sementara. Tujuan diterbitkannya KTP sementara In@gyan andon agar
mereka mendapat kejelasalegalitas) status yaitu menjadi warga sementara
Sendang Biru. Selain itu dengan adanya KTP tersebebandakan kalau
masyarakat Sendang Biru memberikan ijin untuk tahgij Sendang Biru.

Selain diatur di dalam Perdes masalah nelayaonjuga diatur dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/\N2B8 Tentang Pedoman
Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengel@aarberdaya lkan agar
dengan adanya nelayan andon tidak menimbulkan atashbru. Dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/N2BMM Pasal 3 (1) Setiap
nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penpagki&an di wilayah
pengelolaan perikanan Indonesia, wajib terlebihutlaimemiliki izin. (2) Izin
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:ia.Usaha Perikanan (IUP); b.
Surat Penangkapan lkan (SPI). 1zin Usaha Perikdh#in) adalah izin tertulis
yang harus dimiliki perusahaan dan Surat Penangkta (SPI) adalah surat
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk lakekan kegiatan
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang lpisahkan dari IlUP.

Pasal 6 (1) Kepmen No.13/MEN/2004 dinyatakan bahvedayan andon
yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunaigi perikanan tidak

bermotor, kapal perikanan bermotor luar, atau k@esikanan bermotor dalam
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yang berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tagm (GT) danjatau yang
mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima §el2aya Kuda (DK), setiap
tahun wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepmda detempat. (2) Nelayan
andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikanademgnggunakan kapal
perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermaiar, atau kapal perikanan
bermotor dalam yang berukuran tidak lebih darisep@luh) Gross Tonnage (GT)
danjatau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih 3&rtiga puluh) Daya Kuda
(DK), wajib dilengkapi dengan: a. Foto copy IUP; $PI; c. Kartu Tanda
pengenal Nelayan Andon; yang diterbitkan oleh diKabupaten/Kota tempat
domisili nelayan andon yang bersangkutan. (3) Nelagndon yang melakukan
kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan peplhnan tidak bermotor,
kapal perikanan bermotor luar, atau kapal perikabanmotor dalam yang
berukuran di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (@Mpai dengan 30 (tiga
puluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinngikekeatan tidak lebih dari
90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkdpngan: a. Fotocopy IUP;
b. SPI; c. Kartu Tanda pengenal Nelayan Andon; ydiberbitkan oleh dinas
Propinsi tempat domisili nelayan andon yang berisataa.

Kepmen No0.13/MEN/2004 Pasal 7 (1) Nelayan andonag@mana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melaporkaatemgannya pada dinas
Kabupaten/Kota atau melalui Kepala Pelabuhan Peaikasetempat, dengan
memperlihatkan Kartu Tanda pengenal Nelayan And@n.Kepala Pelabuhan
Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelaymion sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikparin kedatangan tersebut

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimanslidadalam ayat (1). (3)
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Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimdktad ayat (1) atau ayat
(2), dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat keggamelayan andon dengan
tembusan kepada dinas Kabupaten/Kota tempat domelyan andon yang
bersangkutan.

Kepmen No0.13/MEN/2004 Pasal 8 (1) Nelayan andonag@mana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib melaporkashatemgannya pada dinas
Propinsi atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanatemgsat, dengan
memperlihatkan Kartu Tanda pengenal Nelayan And@h.Kepala Pelabuhan
Perikanan yang menerima laporan kedatangan nelayalon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampai&poran kedatangan tersebut
kepada Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksuamdayat (1). (3)
Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimdktad ayat (1) atau ayat
(2), dinas Propinsi menerbitkan surat keterangdayna andon dengan tembusan
kepada dinas Propinsi tempat domisili nelayan arydmg bersangkutan.

Tujuan di kelaurkannya Kepmen No0.13/MEN/2004 Tegt&Pedoman
Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengel®@aarberdaya lkan agar
kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh naelandon dapat berlangsung
dengan tertib dan terkendali, sesuai dengan prprsnsip pengelolaan perikanan
yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan Koaftitar sesama nelayan.

Apabila nelayan andon tidak memenuhi syarat sebegea yang telah
ditentukan dalam Kepmen No.13/MEN/2004 TentangoR®mh Pengendalian
Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya dapat dikenakan
sanksi berupa penolakan terhadap kedatangan an8lehagaimana yang

tercantum dalam pasal 13 Kepmen No0.13/MEN/2004 taren Pedoman
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Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengel8aarberdaya lkan pasal
13 yang menyatakan bahwa “Dinas Propinsi dan Kakufigota dapat menolak
kedatangan nelayan andon, dalam hal nelayan amdlgi mhemenuhi ketentuan

dalam Keputusan ini.

2.2 Konflik Antara Nelayan Sekoci Dengan Nelayan Payang

Konflik yang kedua diselesaikan secara mendiasi/litigasi antara para
pihak yang terkait. Dimanan Pihak-pihak yang tatlidalam penyelesaian
konflik, yaitu:

1. Nelayan Sekoci,

2. Nelayan Payang,

3. Ketua Kelompok Sekoci,

4. Ketua Kelompok Payangan,

5. Ketua Kelompok Mina Jaya dan,

6. Kepala Desa.

Nelayan Sendang Biru mempunyai wadah atatitusitersendiri baik itu
untuk menyelesaikan masalah maupun untuk mempér helaungan antar
nelayan sendiri di daerah Sendang Binstitusiyang ada di masyarakat nelayan
Sendang Biru disebut dengan Kelompok Mina JayapAdastruktur organisansi

dari kelompok Mina Jaya adalah sebagai berikut :
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Bagan 4

Struktur Organisasi Kelompok Nelayan Mina Jaya

Ketua Umum

Sekretaris Bendahara

Ketua Payangan Ketua Skoci Ketua Jukung

Jadi nelayan Sendang Biru adalah nelayan yang dedaiyanisir dengan
rapi sehingga kalau setiap kali ada masalah dsadian dulu lewat lembaganya.
Dari penyelesaian di atas, menghasilkan beberaggpk&atankpnsensusantara
lain :

1. Setiap kelompok nelayan dapat melakukan penangké@andirumpon
nelayan lain dengan catatan apabila kelompok nelggmilik rumpon
sudah melakukan penangkapan ikan di rumpon miliknya

2. Nelayan payangan yang melakukan penangkapan di omnmglayan
sekoci harus memberikan imbalan kepada nelayan cseldereka
beralasan bahwa nelayan payangan menggunakan ai@ngkapan
berupa jaring sehingga dalam sekali jaring bisa angkap 3-4 petak.
Sedangkan nelayan sekoci menggunakan alat panamg lyasilnya tentu
tidak sama dengan nelayan payangan.

Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berlaku miengikat untuk pihak yang
bersengketa tetapi juga harus dipatuhi oleh neldgan dan dijakan sebagai
kesepakatan lokal masyarakat nelayan Sendang Bpabila didasarkan pada

pasal 1338 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perddinyatakan bahwa
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagseé undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”. Prinsip dasar dalam ksnseadalah dibukanya
kemungkinan di dalam diri setiap pihak yang berkknéintuk mengadakan
perubahan-perubahan terhadap pendapat yang dianulengan bersedia
menerima bagian-bagian dari pendapat pihak laimg yaanjadi lawannya dalam
konflik.

Selain itu untuk meminimalisir konflik yang terjadi lautan mengenai
jalur penangkapan ikan maka Menteri Pertanian marigen Kepmen No.
392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkdgan . Pasal 2 Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 Taerg Jalur-Jalur
Penangkapan Ikan menyatakan bahwa “Wilayah Penk&epublik Indonesia
dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan lkartuyai

a. Jalur Penangkapan lkan I;

b. Jalur Penangkapan lkan II; dan

c. Jalur Penangkapan lkan Ill.

Pasal 3 (1) Jalur Penangkapan lkan | sebagaimamekdud dalam Pasal 2
huruf a, meliputi perairan pantai diukur dari pekaan air laut pada surut yang
terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enduhautrke arah laut. (2) Jalur
Penangkapan Ikan | sebagaimana dimaksud dalanflgydibagi menjadi sebagai
berikut :

a. Perairan pantai yang diukur dari permukaaniaait pada surut yang
terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut;

b. Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sangengan 6 (enam) mil laut.



101

(3) Perairan pantai yang diukur dari permukaanaait pada surut yang terendah
sampai dengan 3 (tiga) mil laut sebagaimana yamglud dalam ayat (2) huruf
a, hanya diperbolehkan bagi :
a. Alat Penangkap Ikan yang menetap;
b. Alat Penangkap Ikan tidak menetap yang tidatodifikasi; dan/atau
c. Kapal Perikanan tanpa motor dengan ukuran pgrijaseluruhan tidak
lebih dari 10 m
(4) Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut samgangan 6 (enam) mil laut,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, hditndehkan bagi :
a. Alat Penangkap lkan tidak menetap yang dimkufi
b. Kapal Perikananan :
1. Tanpa motor dan atau bermotor-tempel denganankpanjang
keseluruhan tidak lebih dari 10 m;
2. Bermotor tempel dan bermotor-dalam dengan arkyranjang
keseluruhan maksimal 12 m atau berukuran maksir@al 8an atau ;
3. Pukat cincin (purse seine) berukuran panjaaigsmal 150 m;
4. Jaring insang hanyut (drift gill net) ukuraanpang maksimal
1000 m
(5) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jaemangkapan lkan | wajib
diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal segefempat) lambung Kiri
dan kanan :
a. Dengan warna putih bagi Kapal Perikanan yamgpeeasi di perairan
sampai dengan 3 (tiga) mil laut diukur dari permarkair laut pada surut yang

terendah;
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b. Dengan warna merah bagi Kapal Perikanan yargpbeasi di perairan
pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan iGa@) mil.

Pasal 4 (1) Jalur Penangkapan Ikan Il sebagaimiamaksud dalam pasal
2 huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapkan | sampai dengan 12
(dua belas) mil laut ke arah laut. (2) Pada JaturalRgkapan lkan Il sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dibolehkan bagi :

a. Kapal Perikanan bermotor-dalam berukuran maksso GT;

b. Kapal Perikanan dengan menggunakan Alat Peaaniglan :

1. Pukat cincin (purse seine) berukuran panjaagsimal 600 m
dengan cara pengoperasian menggunakan 1 (satul) (tapggal) yang bukan
grup atau maksimal 1000 m dengan cara pengoperasgaggunakan 2 (dua)
kapal ganda yang bukan grup;

2. Tuna long line (pancing tuna) maksimal 120CaHumata
pancing;

3. Jaring insang hanyutdr{ft gill net), berukuran panjang
maksimal 2500 m.

(3) Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jaamangkapan lkan Il, wajib
diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal sEgefempat) lambung kiri
dan kanan dengan warna oranye.

Pasal 5 (1) Jalur Penangkapan lkan Ill, sebagaintamaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ meliputi perairan di luar Jalurdegkapan Ikan Il sampai dengan
batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (BEE2) Pada Jalur
Penangkapan lkan Ill sebagaimana dimaksud dalam @ya diatur sebagai

berikut :
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a. Perairan Indonesia dibolehkan bagi Kapal Pesaka berbendera
Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yangnggunakan Alat
Penangkap Ikan Purse Seine Pelagis Besar di Teaknl, Laut Maluku, Laut
Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu ditatentuk semua ukuran ;

b. Perairan ZEEI Selat Malaka dibolehkan bagi Kap&rikanan
berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GTyategang menggunakan
Alat Penangkap Ikan Pukat Ikan (Fish Net) minimedukuran 60 GT;

Perairan ZEEI di luar ZEEI Selat Malaka dibolehkayi :

1. Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan heeba Asing
berukuran maksimal 350 GT bagi semua Alat Penantikeap

2. Kapal Perikanan beru.kuran di atas 350 GT G &I yang
menggunakan Alat Penangkap ikan Purse Seine, Haolgh beroperasi di luar
100 (seratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauaonesia ;

3. Kapal Perikanan dengan Alat Penangkap lkarseP8eine
dengan sistem Group hanya boleh beroperasi dill0@r(seratus) mil laut dari
Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

(3)Kapal Perikanan berbendera Asing boleh diopkaaspada Jalur Penangkapan
Ikan 11l sebagaimana dimaksud dalan ayat (2) hargepanjang dimungkinkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangkiper(d) Setiap kapal
perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan llkanvajib diberi tanda
pengenal jalur dengan mengecat minimal 1/4 (segegmambung kiri dan
kanan dengan warna kuning.

Apabila peraturan ini di langgar akan dikenakarksaherupa denda dan

ketentuan-ketentauan yang sesuai di dalam Undawigng No. 31 Tahun 2004
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Tentang Perikanan. Tujuan di keluarkannya ketentmangenai pambagian jalur
penangkapan ikan. Sebagai mana yang tercantum dgasal 11 No.
392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur PenangRajk@n yang menyatakan
bahwa” Setiap Kapal Perikanan yang melakukan pgkmag terhadap Ketentuan
ialur Penangkapan lkan, Ketentuan Kapal Perikaretejuan Alat Penangkapan
Ikan serta, Ketentuan Tanda Pengenal Alat Penangéap dapat dikenakan
pencabutan SPI atau SIPI atau IUP dan atau pidendadsebanyak-banyaknya
Rp. 25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah) seslemigan Pasal, 27 Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan”.
2. 3 Konflik Nelayan Porsen Pekalongan Dan Nelayan Dari Jakarta Dengan
Elierllrjlyan Sendang Biru: Penangkapan lkan Di Rumpon Nelayan Sendang

Konflik yangketigaadalah penangkapan ikan di rumpon nelayan Sendang
Biru yang dilakukan oleh nelayan porsen dari Palgdn dan Jakarta. Upaya
yang dilakukan oleh DKP (Dinas Kelautan dan PeidkgnKabupaten Malang
adalah hanya sebatas membuat kesepakatan dengan(#d2 Kelautan dan
Perikanan) Pekalongan agar peristiwa tersebuk tidgadi lagi. Pengambilan
ikan di rumpon nelayan Sendang Biru, ini terjadiekea rumpon milik nelayan
Sendang Biru tidak ada ijin sehingga mereka tigdiutkalau rumpon tersebut
milik masyarakat Sendang Biru. Rumpon masyarakdéyaa Sendang Biru
terletak di tengah laut (masuk perairan nasionahgdn bujur 111°-115° - lintang
12°,

Padahal seorang nelayan yang ingin memasang sunapos ada ijin dari
DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) setempat agak tmerugikan orang lain.

Ketentuan mengenai pemasangan rumpon di atur d&aputusan Menteri
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Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 30/MEN/2004 temt®emasangan dan
Pemanfaatan Rumpon sebagai pengganti KeputusaneMdrtanian No.51
/Kpts/ IK.250/1/1997 tentang Pemasangan dan PeratarfaRumpon. Perubahan
mendasar dalam Kepmen No. KEP.30/MEN/2004 vyakniilatigkannya
pembagian jenis-jenis Rumpon (rumpon perairan dasarpon perairan dangkal
dan rumpon perairan dalam).

Menurut ketentuan Kepmen Kelautan dan Perikanan KEBP. 30/
MEN/2004, wilayah pemasangan dan pemanfaatan Rurspda kewenangan
pemberian izinnya sebagai berikut: Perairan 2 anit 5/d 4 mil laut, diukur dari
garis pantai pada titik surut terendah, pembeni &dalah bupati/walikota, dengan
masa berlaku izin 2 tahun. Perairan di atas 4 amnil $/d 12 mil laut, diukur dari
garis pantai pada titik surut terendah, pembeni adalah gubernur dengan masa
berlaku izin 2 tahun. Perairan diatas 12 mil laah ZEEI, pemberi izin adalah
Ditjen Perikanan Tangkap dengan masa berlaku izan@n.

Sedangkan terhadap pemasangannya dipersyaratkahalhaebagai
berikut :

Tidak mengganggu alur pelayaran; Jarak antar runtip@k kurang dari 10 mil

laut; Tidak dipasang dengan cara pemasangan yangakibatkan efek pagar
(zig-zag). Bagi pemasang rumpon terdapat kewajilvaunk :

Memasang tanda pengenal (Pasal 11); Membongkarnmaamgangkat rumpon

yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau telah hafaisa izinnya (Pasal 7 ayat
(2)); Menyampaikan laporan pemanfaatannya kepadib@e izin setiap 6 (enam)

bulan sekali (Pasal 15).
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Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh nelayandseg biru. Menurut
Kepala UPTD DKP (Dinas Kelautan dan PerikafaKpbupaten Malang kenapa
masyarakat Sendang Biru tidak di beri sanksi kareemasang rupon tanpa ijin ?
karena dulunya kondisi ekonomi masyarakat nelayandang biru masih
menengah ke bawah sehingga DKP (Dinas Kelautan @amnikanan)
membebaskan dari proses perijinan tetapi hal tatsgéng menjadi bumerang
saat ini.

Adapun sanksi yang dapat diberikan sebagimana ydatyr dalam
Kepmen Kelautan dan Perikanan No. KEP. 30/ MEN/2p@4al 18 berupa:
Pembongkaran bagi Rumpon yang dipasang tidak sederjan ketentuan;
Pembongkaran serta sanksi administratif bagi paassa perikanan yang tidak
melaporkan kegiatan pemanfataan Rumpon yang diakua; Sanksi
administratif yang dimaksudkan disini dapat berymEmbekuan Izin Usaha
Penangkapan (IUP) maupun pencabutan Surat Penamgkam (SPI).

Dengan telah diaturnya pemasangan dan pemanfaatgron, diharapkan
semakin memberikan jaminan ketenangan dan keamdalm berusaha di
bidang penangkapan ikan bagi perorangan maupum bbadam yang memasang

rumpon.

E. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Para Pihak Dalam
Menyelesaiakn Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Hambatan Secara Internal
Minimnya konflik terbuka yang terjadi lebih diseldan karena sifat dari

masyarakat nelayan sendang biru yang lebih sukakumienghindari konflik.

" hasil wawancara dengan Bpk. Mulyono, selaku Kep&&Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab.Malang, tanggal 21 April 2008
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Sifat ini muncul kerana masyarakat nelayan bedikimereka sama-sama mencari
kehidupan dilaut sehingga kita harus saling mengeeperti yang disampaikan
oleh Mulyono (25 th) “lek sampek tawor utowo gef@ng tengah laot gak tau
mas paleng yo mek lok-lok an iku ae wes biasa,yagmboh lek wes nang darat
sejemaneh urusane”. Sehingga kendala-kendala yalagmil dalam penyelesaian
konflik tidak ada karena adanya sifat saling peti@er Sehingga hal ini bisa
menjadi potensi konflik yang lebih besar (api dalaekam) apabila dibiarkan
berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas.

Akan tetapi apabila kita melihat dengan seksamaamatia beberapa
kendala yang akan muncul dalam proses penyelegaiafiik sampai dengan
diterima oleh masyarakat. Menurut Teori Informaang di kemukakan oleh
Niklas Luhmann menyatakan “bahwa sosial sistem miudiari komunikasi antar
sistem psikis [§sychic systejndan tidak bisa dipahami sebagai suatu sisterg yan
terpisah dari sistem tindakamcting individual’’®. Bahwa konflik dapat
diselesaikan dengan mudah apabila terjalin ataukadainikasi antar individu-
individu atau antar kelompok dalam suatu masyafiaiaunitas dengan baik
yang diaktualisasikan dalam tindakan setiap individetapi yang menjadi
persoalan sekarang adalah rendahnya tingkat kommsiniaik itu antar nelayan
sendiri maupun antara nelayan dengan pemerintaba@n pemerintah daerah
dan sifat dari konflik itu sendiri yang masih laterSaya mengambil contoh
masalah penyelesaian konflik yang kedua, sebenanifmgk dari nelayan jukung
tidak menerima jika harus membayar ganti rugi atempensasi dari

penangkapan ikan di rumpung nelayan sekoci sedangklyan sekoci tidak

8 Teori Komunikasiywww.wikipedia.com diakses tanggal 24 juni 2008
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diharuskan membayar ganti rugi jika menangkap diammpung nelayan jukung
karena tidak adil. Seperti yang di ungkapkan olefARwar (45 th) mengatakan
“ya itu sebenarnya tidak adil mas karena itukanabudherupakan rizki yang
diberikan oleh Tuhan YME”. Sehingga masih ada pakent terhadap hasil
kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu masih bangiyam payangan yang
melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama

Sedangkan untuk konflik yang terjadi antara neldp&al dengan nelayan
pendatangndon kendala yang dihadapi adalah tingkat pendidikasyai@akata
lokal yang masih rendah sehingga mereka agak wutlitk menerima perubahan

yang berasal dari luar dalam hal ini yang dibavedn olelayan luar daerah.

2. Hambatan Secara Eksternal

Hambatan eksternal merupakan kendala yang muaubaiasal dari luar
diri manusia. Banyak sekali faktor eksternal yangempengaruhi dalam
menyelesaikan konflik antara lain lingkungan, pklitsosial, ekonomi dan
budaya. Yang menjadi permasalahannya sekarang hadatlk adanya
outentifikas atau bukti tertulis dari hasil kesepaktan terseBehingga tidak ada
sanksi yang tegas untuk diterapkan atau di implésmsé@mn dalam menindak
setiap pelanggaran terhadap kesepakan tersebutsitinya hanya sebagai
kesepakatan lokal saja. Walaupun sudah ada Pestis substansinya masih
kurang menyentuh terkait masalah pengelolaan sud@yer perikanan laut.

Selain itu Kendala yang dialami dalam melakukanypbgsaian konflik
menurut hasil wawancara dengan kepala UPTD DKP a®iielautan dan

Perikanan) dalam penyeleseaian masalah penangllagandi rumpung milik
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nelayan Sendang Biru yang dilakukan oleh nelayasgomodari Pekalongan adalah
tidak adanya surat ijin pemasangan rumpung nel&erdang Biru dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Sehirigdaupun harus dilakukan
proses sampai ke pengadilan maka tidak ada bukg kaat untuk meyakinkan

gugatan, nantinya malah kita akan digugat balik.

F. Upaya Untuk Mengatas Hambatan Yang Di Alami Oleh Para Pihak
Dalam Menyelesaikan K onflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan L aut

Dengan memperhatikan aspek sosial-budaya dan kegent ekonomi
masyarakat nelayan, pemikiran-pemikiran untuk mtsyjehambatan-hambatan dalam
penyelesaian konflik perebutan sumber daya perikdaat tidak mudah dilaksanakan.
Ada beberapa upaya atau strategi yang dilakukaokuntengatasi kendala-
kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konfliklmkasifat integral.

1. Hambatan Internal

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ssectmrnal adalah
dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dsaddtan masyarakat
nelayan terkait masalah kesadaran hukum dan pdagelsumber daya perikanan
laut. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog-dialathu musyawarah secara
intensif dan berkelanjutan. Seperti yang dilakukdeh Kepala Desa Tambak
Rejo mengatakan bahwa “ Selama ini kami hanya kdékan dialog-dialog atau
pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dengararakat nelayanokal
maupun dengan nelayandonkarena sifat konflik yang laten”.

Memang seperti yang dikemukakan oleh friedman dakeoninya yang
mengatakan bahwa dalam penegakan hukum salah sattor f yang

mempengaruhi adalah cultur atau budaya dari madsytarapabila dianalogikan
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dengan hambatan yang terjadi dalam upaya penyateskonflik dalam
pengelolaan sumber daya perikanan laut. Dimana akarsekali hambatan-
hambatan yang mempengaruhi dalam memgambil dan rapk@en keputusan
yang sudah disepakati bersama, terutama adalahydudi masyarakat itu
sendiri yang merasa tidak mau dikalahkan dan imgenang sendiri. Meraka
selalu menonjolkan egonya masing-masing sehingggasaulit untuk di cari titik
temu kesepakatan.

Dimana persepsi dominan terhadap eksistensi daesaksumber daya
perikanan laut sebagai sumber daya milik umaemmon property resources)
telah mendorong kebebasan penuh setiap masyarak#yan untuk
memanfaatkannya. Dalam konteks yang dimikian walaupudah ada suatu
kesepkataan, apabila tidak dikontrol oleh para lpily@ng terlibat dalam
penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya pesikadikawatirkan akan
terjadi konflik yang lebih besar dan kompleks. Oletbab itu dalam teknik
mediasi, seorang mediator harus bisa menjembatabegaan tersebut agar tidak

semakin meluas dan sulit dicari titik temunya.

2. Hambatan Eksternal
Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pengigleskonflik dengan
menggunakan cara mediasi maupun dengan cara ngg&ehingga diperlukan
upaya penanggulangan atau pencegahan yang tepatpgndapatkan keputusan
yang bijak dan dapat diterima oleh semua pihakndg@lengimplementasiannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD [Dhfas Kelautan

dan Perikanan) Kabupaten Malang, salah satu upayg yampai sekarang bisa
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dilakukanya adalah hanya sebatas melakukan kosidoengan DKP (Dinas
Kelautan dan Perikanan) Pekalongan dan dengaaldésn yang nelanya juga
melakukan penangkapan ikan di kawasan Sendang Bpa. lagi setelah di
Undangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tgnfemerintahan
Daerah dimana setiap daerah diberi kewenangan umérigatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri berdasarkan asas oton@ratua

Hal ini menadakan bahwa setiap daerah mempunyai tedkadap
wilayahnya masing-masing termasuk juga dalam hialvitayah laut. Sebagai
mana yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat4 “Kevgamamntuk mengelola
sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksdd pgat (3) paling jauh 12
(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kahataut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertaari wilayah kewenangan
provinsi untuk kabupaten/kota”.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kepala DesabdlarRejo dan
kelompok nelayan yang ada di Sendang Biru hanyatemgkoordinir dan
mengkondisikan nelayan sendang biru serta mensasikan tentang
kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan lokal y@agyang dihasilkan dari
proses musyawarah kepada seluruh masyarakat nejayan ada di kawasan

pantai Sendang Biru. Agar jangan sampai peristiaagypernah terjadi timbul

kembali.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, mengenaepesaian konflik dalam
pengelolaan sumber daya perikanan (Studi diMasganidklayan Sendang Biru,
Desa. Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,paen Malang). Maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Masyarakat nelayan Sendang Biru lebih suka mergikkas suatu
masalah/konflik secanaon litigasidari pada secatdigasi.

2. Hambatan yang dialami oleh para pihak dalam pesgé&n konflik
secaranon litigasi adalah tidak adanya bukti tertulis atau kesepakata
yang tertulis. Sehingga dikawatirkan akan timbulsalah sama tapi
dengan pihak yang berbeda,

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan baik itu olelaims ataupun pihak
desa dalam mengatasi hambatan-hambata yang temgadm
meyelesaikan konflk hanya sebatas memberikan pamah-
pemahaman atau pengertian, seperti sosialisasidaepaasyarakat
nelayan yang ada di Sendang Biru atau hanya massifdt responsif.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, rmakat memberikan

saran sebagai berikut ;

1. Bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini BiK&lautan Dan

Perikanan (DKP) Kabupaten Malang harus melakukardgt@an ulang
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terhadap jumlah rumpung/rumpon yang ditanam olehsyarakat
nelayan Sendang Biru dengan cara mengurus proseginge
pemasangan rumpung,

. Bahwa Pemerintah dan DKP Kebupaten Malang harusakmiehn
koordinasi secara intensif dengan daerah lain yaampunyai pantai

agar konflik antar nelayan dapat diminimalisir,

. Selain melakukan koordinasi secara intensif Per@riibaerah harus

membuat suatau peraturan bersama dengan daeral-dagr terkait
masalah pengelolaan sumber daya perikanan untukgurengi
terjadinya konflik nelayan antar daerah,

. Bagi Pemerintah Desa Sendang Biru harus membude®&aru yang
substansinya sesuai dengan kesepakatan/kebiaskah nasyarakat
Sendang Biru yang terkait dalam pengelolaan sunidga perikanan,

. Perlunya peningkatan komunikasi antar nelayan did&eg Biru dan
nelayan di Sendang Biru dengan Dinas Kelautan Barnkanan

Kabupaten Malang,
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Gambar 1
Beberapa Jenis|kan Hasil Tangkapan Nelayan Sendang Biru

A. lkan cakalang B. Ikan Tuna

C. Ikan Lemadang D. Ikan Baby Tuna
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Gambar 2
Jenis Perahu Yang Ada Di Sendang Biru

A. Perahu Sekoci B. Perahu Jukung

C. Perahu Payangan

Gambar 3
Jaring Gill Net
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Gambar 4
Proses Pelelangan I kan

Gambar 5
Proses Penurunan lkan dari Perahu di Pelabuahn Pendaratan Ikan (PPI) Sendang Biru




